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ABSTRAK

Nama : Maidatun Sakdiyah.Z

NIM 220102212

Fakultas/Prodi : Syari’ah dan Hukum/Hukum Ekonmi Syari’ah

Judul : Perlindungan Hukum Terhadap Pencemaran Limbah
Sawit Di Kec. Darul Makmur Menurut Konsep Hifz Al
Bi’ah

Tanggal Sidang
Tebal Skripsi

Pembimbing | : Dr. Delfi suganda, S.HI., LLM.

Pembimbing I1 : T. Surya Reza, SH., M,H.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Limbah Sawit, Hifz Al-Bi’ah,
Lingkungan Hidup

Perkembangan industri kelapa sawit memberikan kontribusi signifikan terhadap
perekonomian daerah, namun di sisi lain menimbulkan permasalahan lingkungan
berupa pencemaran limbah, khususnya limbah cair hasil pengolahan kelapa sawit
(palm oil mill effluent). Di kecamatan Darul Makmur kabupaten nagan raya,
aktivitas industri pengolahan kelapa sawit yang berdekatan dengan pemukiman
pendududuk dan aliran sungai telah memicu keluhan masyarakat akibat
pencemaran air, bau menyengat, serta menurunnya kualitas lingkungan hidup.
Kondisi ini menuntut adanya perlindungan yang efektif dari pemerintah daerah
serta pengelolaan limbah yang berorientasi pada keberlanjutan lingkungan. Selain
ditinjau dari hukum positif, persoalan ini juga relavan dianalisis dalam perspektif
hukum islam melalui konsep hifz al-bi’ah sebagai bagian dari maqasid al-syariah
yang menekankan kewajiban menjaga dan melestarikan lingkungan. Penelitian
ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum yang dilakukan
oleh pemerintah daerah terhadap pencemaran limbah sawit serta menelaah
pengelolaan limbah sawit berdasarkan konsep hifz al-bi’ah. Metode penelitian
yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan
perundang-undang dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa perlindungan hukum terhadap pencemaran limbah sawit di kecamatan
darul Makmur telah diatur secara normatif melalui ganun nagan raya nomor 3
tahun 2021, yang mencakup upaya preventif dan represif, seperti kewajiban
pengelolaan limbah, pengawasan, serta pemberian sanksi administratif. Namun,
dalam praktiknya, implementasi ketentuan tersebut belum sepenuhnya efektif,
sebagaimana masih ditemukannya dampak pencemaran yang dirasakan oleh
masyarakat. Ditinjau dari konsep hifz al-bi’ah, pengelolaan limbah sawit yang
tidak memenuhi standar lingkungan bertentangan dengan prinsip kemaslahatan
dan larangan berbuat kerusakan di muka bumi.
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1. Konsonan

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor : 158 Tahun — Nomor: 0543b/U/1987

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab
dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan
dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi
dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf

Latin
Huruf | Nama | Huruf Nama Huruf | Nama | Huruf | Nama
Arab Latin Arab Latin
| Alf tidak tidak . ta’ t te
dilamba | dilambang (dengan
ngkan kan titik  di
bawah)
) Ba’ b be b za Z zet
(dengan
titik  di
bawah)
<o Ta’ t te ¢ > ain ¢ koma
terbalik
(di atas)
& Sa’ $ es C Gain g Ge
(dengan
titik  di
atas
z Jim j je ) Fa’ f Ef
c Ha’ h ha 3 Qaf q Ki
(dengan
titik di
bawah)

vil




¢ Kha’ kh kadanha | g Kaf Ka
3 Dal d de J Lam El
3 Zal Z zet Mium Em
e

(dengan

titik

atas)
) R r er R Nin En
3 Zai zZ zet 9 Wau We
- Sin s es 2 Ha’ Ha
& Sywn sy esdanya | Hamzah Apostrof
o Sad S es 7 Ya’ Ye

(dengan

titik

bawah)
o Dad de

(dengan

titik

bawah)

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.
1) Vokal Tunggal

Vokal tnggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau
harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda Nama Huruf Latin Nama
fathah A A
Kasrah I 1
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dammah

2) Vokal rangkap
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan
antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda Nama huruf Gabungan Nama
huruf
S... fathah dan ya’ Ai adani
fathah dan Au adanu
wau
Contoh:
&K _kataba
d=  -fa‘ala
X Zukira
AN -yazhabu
O suila
< -kaifa
ds2  -haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf,
transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Nama Huruf dan Nama
Huruf Tanda
sl fathah dan alif A a dan garis di atas
atau ya’
s kasrah dan ya’ 1 a dan garis di atas
.8 dammah dan wau U u dan garis di atas

X




Contoh:

- -

J6  -gqala
&) -rama
j-? - qila
j}; - yaqtilu

4. Ta’ marbutah
Transliterasi untuk @’ marbiitah ada dua:

1. Ta’ marbiitah hidup
ta’ marbiitah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan

dammah, transliterasinya adalah ‘t’.

2. Ta’ marbutah mati
ta’ marbiutah yang mati atau mendapat harakat yang sukun,

transliterasinya adalah ‘h’.
3. Kalau dengan kata yang terakhir adalah ta’ marbitah itu

ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:
J\A.:Y\ 21 o raud ah al-atfal
- raud atul atfal
é; ,.».S\:w.\.\\ - al-Madinah al-Munawwarah
)'/: - al-Madinatul-Munawwarah
b - talhah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan degan
sebuah tanda, tanda Syaddah atau tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah
tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang
diberi tanda syaddah itu.

Contoh:



\*’J - rabbana
Jy - nazzala
W -al-birr
é.\ - al-hajj
(...4 -nu‘‘ima

6. Kata sandang
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf,
yaitu ( J(, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata
sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah dan kata sandang yang diikuti huruf
qgamariyyah.
1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah
Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah ditransliterasikan sesuai
dengan bunyinya, yaitu huruf/1/ diganti dengan huruf yang sama dengan
huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah
Kata sandang yang diikuti oleh huruf gamariyyah ditransliterasikan sesuai
aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti
huruf syamsiyyahi maupun huruf gamariyyah, kata sandang ditulis
terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda
sempang.

Contoh:
:\,’-)\ - ar-rajulu
:,\....S\ - as-sayyidatu
J’..‘._A\ - asy-syamsu
(:un - al-qalamu
é_iﬂ\ - al-badi‘u
35)\;7\ - al-jalalu
7. Hamzah
Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof.
Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata.

Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan
Arab berupa alif.
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Contoh:

kY 34t - ta’khuziina

¢l - an-nau’
s~ -Syai’un
%
o) - inna
2. £ .
¢) - umirtu
X\ - akala

o

8. Penulisan Kata
Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah.
Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim
dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan
maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain
yang mengikutinya.
Contoh:
550455 33) - Wa inna Allah lahuwa khair ar-rizigin
N " - Wa innallaha lahuwa khairurrazigin
u\;leﬁ‘ \),)\, - Fa auf al-kaila wa al-mizan
- Fa auful-kaila wal-mizan
Jﬂ\ isiy] - [orahim al-Khalil
‘ - Ibrahimul-Khalil
L) \J;\};.’f:“‘r—:ﬁ - Bismillahi majraha wa mursah
Q‘Cwu\&;ﬂ) - Wa lillahi ‘ala an-nasi hijju al-baiti
3 o man istata‘a ilaihi sabila.
Ml NP\ Walillahi “alan-nasi hijjul-baiti
manistata‘a ilaihi sabila

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam
transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti
apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk
menuliskan huruf awal nama diri dan permualaan kalimat. Bilamana nama diri
itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap
huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.
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Contoh:

J;-w) Y‘ e 3 - Wa ma Muhammadun illa rasul
U‘WC’JWJJ d\ Inna awwala baitin wudi‘a linnasi
g L »(.. W 5y [lallazi bibakkata mubarakan
\)A\UJ)J\&«\HQL&'))Q—W - Syahru Ramad an al-laZi unzila
fih al -Qur’anu
- Syahru Ramad anal-lazi unzila
. fihil Qur’anu
Jj\d:Y\,fﬂ) _Ms) - Wa laqad ra’ahu bil-ufuq al-mubin
5 : _ Ma lamad »a?ahis hil 11fii4i] smarihTag
HWS;4 3 - Alhamdu lillahi rabbi al-‘alamin
- Alhamdu lillahi rabbil ‘alamin
Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam
tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan
dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital
tidak dipergunakan.
Contoh:

:'“)’[C’J‘:Mu‘}“‘ - Nasrun minallahi wa fathun qarib
\;-*")M & - L{Héh{ al-amrfz Jjami‘an
Lillahil-amru jami‘an
e 2 AN, - Wallaha bikulli syai’in “alim

10. Tajwid
Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman
transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid.
Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman
tajwid.
Catatan:
Modifikasi
1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa
tanpa transliterasin seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkn
nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.
Contoh: Samad Ibn Sulaiman
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa
Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayriit;
dan sebagainya.
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3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam Kamus Besar
Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan
Tasawuf.

=
AR-RANIRY
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BAB SATU
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah

Dalam konteks pembangunan nasional, kegiatan ekonomi dan
industrialisasi menjadi instrumen strategis bagi negara dalam mewujudkan
kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.! Di Indonesia, sektor industri
merupakan salah satu pilar penting dalam pembangunan nasional yang berperan
besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pendapatan
negara dan daerah, serta membuka lapangan lapangan kerja bagi masyarakat.’
Salah satu sektor industri yang berkembang pesat adalah industri kelapa sawit,
yang menjadikan Indonesia sebagai salah satu produsen minyak sawit terbesar di
dunia. Perkembangan industri kelapa sawit memberikan kontribusi signifikan
terhadap perekonomian nasional, namun di sisi lain juga menimbulkan tantangan

serius dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Sejalan dengan perkembangan industri kelapa sawit secara nasional,
kabupaten Nagan Raya di provinsi Aceh menjadi salah satu wilayah yang
ditetapkan sebagai Kawasan pengembangan industri kelapa sawit. Kondisi
geografis yang didukung oleh ketersediaan lahan perkebunan serta meningkatnya
investasi di sektor kelapa sawit mendorong berdirinya sejumlah pabrik
pengolahan kelapa sawit di wilayah ini. Keberadaan industri tersebut
memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dan penyerapan
tenaga kerja, namun sekaligus membawa konsenkuensi berupa meningkatnya
volume limbah hasil pengolahan kelapa sawit yang memerlukan pengelolaan

secara serius dan berkelanjutan.

! Fitri Amalia, Ekonomi Pembangunan (Bandung; Widina Bhakti Persada , 2020) hlm. 3.
2 Ibid.,



Limbah cair kelapa sawit atau palm oil mill effluent (POME) merupakan
jenis limbah yang paling dominan dihasilkan oleh pabrik pengolahan kelapa
sawit. Limbah ini berasal dari proses perebusan, klarifikasi dan permurnian
minyak sawit yang mengandung bahan organik tinggi, minyak, lemak, serta
senyawa kimia lainnya. Apabila dibuang tanpa melalui proses pengolahan yang
sesuai dengan standar lingkungan, POME dapat mencemari badan air seperti
sungai dan danau, serta meresap ke dalam tanah.® Kondisi ini semakin beresiko
apabila lokasi pabrik berdekatan dengan aliran sungai dan Kawasan pemukiman
penduduk, sebagaimana yang terjadi di Kecamatan Darul Makmur. Sungai yang
sebelumnya dimanfaatkan masyarakat untuk kebutuhan sehari-hari menjadi
rentan tercemar, sehingga menurunkan kualitas lingkungan hidup dan

mengganggu aktivitas masyarakat.

Resiko yang ditimbulkan oleh limbah kelapa sawit sangat beragam dan
bersifat kompleks. Salah satu resiko utama adalah mencemari air dan tanah
melalui proses peresapan yang dapat menurunkan kesuburan tanah serta
mempengaruhi kualitas air yang digunakan masyarakat. Resiko lingkungan ini
tidak hanya berdampak pada aspek ekologis, tetapi juga berimplikasi pada aspek
ekonomi masyarakat, seperti menurunnnya hasil pertanian dan perikanan. Dalam
jangka Panjang, kondisi ini dapat memicu ketidakstabilan sosial dan konflik antar

masyarakat dengan perusahaan pengelolaan industri sawit.*

Resiko yang ditimbulkan oleh limbah kelapa sawit tidak hanya berdampak
pada lingkungan fisik, tetapi jugak secara lansung mempengaruhi kondisi
kesehatan dan kualitas hidup masyarakat yang tinggal di sekitar Kawasan

industri. Limbah cair kelapa sawit yang mencemari air sungai dan tanah

3 Martiyah, Rozigin, dan Rosdiana, “Penegakkan Hukum Terhadap Pencemaran Limbah
Cair Pabrik Kelapa Sawit Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009” Jurnal Lex Suprema,
Vol. 2, No. 1, 2020, hlm. 153.

4 Ria Ardilla, “Pengawasan Pemerintah Daerah Terhadap Limbah Cair di Pabrik Sawit
Nagan Raya dan Dampaknya terhadap Masyarakat”, Community: Jurnal llmiah Ilmu Sosial, Vol.
5, No. 1, 2019, hlm. 69.



berpotensi mengandung zat berbahaya serta mikroorganisme patogen yang dapat
menjadi sumber berbagai gangguan kesehatan. Masyarakat yang menggunakan
air tercemar untuk kebutuhan sehari-hari, seperti mandi, mencuci, dan keperluan
rumah tangga, beresiko mengalami penyakit kulit, iritasi, serta gangguan saluran

pencernaan.’

Selain itu, paparan limbah sawit dalam jangka Panjang dapat menurunkan
kualitas sanitasi lingkungan masyarakat. Air bersih yang semakin sulit diakses
akibat pencemaran memaksa sebagian warga menggunakan sumber air alternatif
yang tidak memenuhi standar kesehatan.® Kondisi ini meningkatkan kerentanan
masyarakat terhadap penyakit berbasis lingkungan (environmental-based
diseases), terutama pada kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, dan ibu
hamil. Resiko kesehatan tersebut menunjukkan bahwa pencemaran limbah sawit
bukan hanya persoalan teknis lingkungan, melainkan juga persoalan kesehatan

masyarakat yang serius.

Dampak lain yang turut dirasakan masyarakat adalah gangguan
kenyamanan hidup akibat bau menyengat yang ditimbulkan oleh limbah cair
sawit. Bau tersebut tidak hanya mengganggu aktivitas sehari-hari, tetapi juga
dapat memicu keluhan kesehatan seperti sakit kepala, mual, dan gangguan
pernapasan ringan. Dalam jangka Panjang, kondisi lingkungan yang tidak sehat
dapat menurunkan kualitas hidup masyarakat serta menimbulkan tekanan

psikologis dan sosial.

Perlindungan lingkungan hidup di Indonesia secara normative diatur
dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup.” Undang-Undang ini menegaskan bahwa setiap

3 Ibid.,

6 Ibid., hlm. 70.

7 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup (UUPPLH)



orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana yang diatur
dalam pasal 65 ayat 1, serta berkewajiban menjaga kelestarian fungsi lingkungan
dan mencegah pencemaran sebagaimana ditegaskan dalam pasal 67.% Dalam
konteks kegiatan usaha dan industri, pasal 68 mewajibkan pelaku usaha menaati
baku mutu lingkungan serta melarang segala bentuk perbuatan yang
menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. ketentuan ini
menunjukkan ini menunjukkan bahwa perlindungan lingkungan merupakan

tanggung jawab Bersama antara negara dan pelaku usaha’.

Sebagai peraturan pelaksana, pemerintah menetapkan Peraturan
Pemerintah No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup. peraturan ini mengatur secara teknis mekanisme
perizinan lingkungan, pengelolaan limbah, serta pengawasan terhadap kegiatan

usaha.'?

Dalam pasal 5 ditegaskan bahwa perlindungan dan pengelolaan
lingkungan hidup dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah
sesuai kewenangannya. Selanjutnya, pasal 23 dan 24 memberikan kewenangan
kepada pemerintah daerah untuk melakukan pengawasan terhadap ketaatan
pelaku usaha, sementara ketentuan pengelolaan air limbah industri diatur dalam
pasal 286-291 yang mewajibkan pengolahan limbah melalui IPAL sebelum

dibuang ke lingkungan.'!

Pada tingkat daerah, pengaturan tersebut dijabarkan lebih lanjut dalam
Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan
Lingkungan Hidup.'?> Qanun ini menegaskan bahwa pengendalian pencemaran
dilakukan melalui upaya pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan

sebagaimana diatur dalam Pasal 9. Salah satu fokus utama dalam ganun ini ialah

8 Ibid.,

9 Ibid., pasal 68

10 Peraturan pemerintan NO. 22 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup

" Ibid.,

12 Qanun Nagan Raya No. 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup



kewajiban setiap pelaku usaha untuk melakukan pengelolaan air limbah sebelum
membuangnya ke lingkungan. Ketentuan dalam pasal 16 ayat 2 dan 3
menyatakan bahwa air limbah tidak boleh di buang melalui proses pengenceran
dan wajib memenuhi standar baku mutu yang di tetapkan oleh pemerintah daerah.
Pengelolaan tersebut mencangkup pembangunan sarana teknis, laporan berkal,
dan izin pembangunan limbah yang sah dari bupati.'* Di samping itu, dokumen
lingkungan seperti amdal atau UKL-UPL menjadi syarat utama sebelum
perusahan memperoleh izin usaha. Dalam pasal 73-75 dijelaskan bahwa izin
lingkungan tidak hanya berfungsi sebagai bentuk legalitas, tetapi juga sebagai
alat pengawasan publik dan pengendalian aktivitas usaha yang berdampak
terhadap lingkungan. Kebijakan ini menunjukkan upaya serius pemerintah
daerah Nagan Raya dalam mengarahkan pertumbuhan industri agar tetap selaras

dengan kelestarian lingkungan hidup.'

Dalam pengelolaan lingkungan di Kecamatan Darul Makmur yang rentan
dengan pencemaran lingkungan akibat operasional pabrik Crude Palm Oil (CPO)
yang menghasilkan limbah cair hasil produksi perusahaan pengelolaan sawit
yang biasanya dialirkan ke sekitar wilayah pabrik Crude Palm QOil ini.
Berdasarkan temuan di Gampong, terdapat tiga perusahaan sawit yang beroperasi
di wilayah tersebut, yaitu PT Sawit Nagan Raya Makmur, PT Ensen, dan PT
Ujong Neubok Dalam. Diantara ketiganya, PT Sawit Nagan Raya Makmur
menjadi fokous utama penelitian karena letaknya sangat dekat dengan sungai
yang sebelumnya digunakan masyarakat untuk kebutuhan sehari-hari. Limbah
cair dari perusahaan ini telah mencemari air sungai hingga tidak layak digunakan

lagi, disertai bau menyengat yang menganggu kenyamanan warga sekitar.

Berdasrkan pengamatan awal dan informasi yang diperoleh dari

masyarakat sekitar Kawasan industri, masih ditemukan keluhan terkait

13 Ibid., Pasal 16
' Ibid., pasal 73-75



pencemaran sungai akibat limbah cair pabrik kelapa sawit, khususnya limbah
Palm Oil Mill Effluent (POME). Sungai yang sebelumnya dimanfaatkan
masyarakat untuk kebutuhan sehari-hari seperti mandi, mencuci, dan aktivitas
rumah tangga lainnya, kini mengalami perubahan kualitas air yang ditandai
dengan bau menyengat dan warna air yang keruh. Kondisi ini menunjukkan
adanya indikasi bahwa pengelolaan limbah belum sepenuhnya memenuhi standar
baku mutu lingkungan sebagaimana yang dipersyaratkan oleh peraturan

perundang-undang.

Lebih lanjut, keberadaan pebrik pengolahan kelapa sawit yang berlokasi
relatif dekat dengan pemukiman penduduk dan aliran sungai meningkatkan
resiko pencemaran lingkungan secara lansung. Meskipun perusahaan diwajibkan
memiliki instalasi pengolahan air limbah (IPAL) serta melakukan pengujian
limbah secara berkala, realitas di lapangan menunjukkan bahwa dampak
pencemaran masih dirasakan oleh masyarakat sekitar. Hal ini menimbulkan
pertanyaan yang mengenai efektivitas sistem pengelolaan limbah yang
diterapkan serta sejauh mana pengawasan yang dilakukan oleh instansi terkait
maupun mencegah terjadinya pencemaran lingkungan. Dengan demikian,
terdapat kesenjangan antara kewajiban hukum yang dibebankan kepada pelaku

usaha dengan kondisi faktual yang dialami masyarakat.

Dalam perspektif agama islam, segala bentuk perbuatan yang
menimbulkan bahaya (darar) terhadap manusia dan makhluk hidup lainnya
dilarang. Prinsip la darar wa la dirar menegaskan bahwa tidak boleh ada
perbuatan yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Pencemaran
lingkungan akibat limbah sawit yang berdampak pada Kesehatan dan
keselamatan masyarakat dapat dikatagorikan sebagai bentuk perbuatan yang
bertentangan dan prinsip tersebut. Selain itu, islam juga melarang segala bentuk

kerusakan di muka bumi (ifsad fi-ardha), sebagaimana ditegaskan dalam Al-



Qur’an. Dengan demikian, bahaya limbah sawit tidak hanya harus dipahami dari

sudut pandang medis, tetapi juga dari sudut pandang keagamaan.

Konsep hifz al-bi’ah merupakan salah satu konsep yang menekankan
pentingnya perlindungan dan pelestarian lingkungan yang bertujuan untuk
mencapai mencapai kemaslahatan dan menciptakan kondisi hidup yang lebih
baik bagi semua mahkluk hidup. Lingkungan yang sehat menjadi hak semua
makhluk hidup oleh karna itu, manusia berkewajiban menjaga dan merawatnya.
Konsep ini memiliki keterkaitan yang erat dengan Amanah manusia sebagai
khalifah fil ardh.'® Dalam kerangka fikih, berkembang konsep figh al-bi’ah atau
fikih lingkungan yang membahas kewajiban manusia dalam menjaga
keseimbangan alam dan mencegah kerusakan lingkungan. Konsep ini
menegaskan bahwa pengelolaan lingkungan hidup merupakan bagian dari
tanggung jawab keagamaan yang harus dijalankan oleh setiap individu dan

pelaku usaha. !

Sejalan dengan itu, konsep hifz al-bi’ah menjadi sangat relavan untuk
dikontekstualisasikan dalam praktik kegiatan industri, khususnya industri kelapa
sawit yang berpotensi menghasilkan limbah dalam jumlah besar. Aktivitas
industri yang tidak disertai dengan pengelolaan limbah yang baik berpotensi
menimbulkan kemudaratan, baik bagi lingkungan maupun bagi kehidupan sosial
dan Kesehatan masyarakat sekitar. Dalam perspektif fikih lingkungan, setiap
bentuk aktivitas ekonomi yang menimbulkan kerusakan atau pencemaran
lingkungan bertentangan dengan prinsip kemaslahatan dan larangan berbuat

kerusakan di muka bumi.!® Oleh karna itu, penerapan prinsip hifz al-bi’ah

16 ‘Waheeda, Abdul Rahman, dan Ali Muttakin, “Figh Ekologi; Merawat Lingkungan
Hidup Berbasis Magqasid Syariah™ Syariah; Jurnal of Figh Student, Vol. 1, No. 2, 2023, him. 120.

17 Mariyatul Istiani, “Figih Al-Biah Dalam Persektif Al-Qurqan”, A¢-Thulab Jurnal, Vol.
1, No. 1, hlm. 33.

18Jamaluddin, “Figh Al-Biah Ramah Lingkungan: Konsep Thaharah dan Nadhafah
Dalam Membangun Budaya Bersih” , Vol. 29, No.2, 2018, him. 330.



menuntut adanya pengelolaan limbah yang bertanggung jawab, berkelanjutan,

serta berorientasi pada pencegahan dempak negatif sejak dini.

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah tersebut, maka diperlukan
untuk menkaji dan menelaah perlindungan hukum terhadap lingkungan dari
pencemaran limbah sawit, dengan demikian judul penelian ini adalah
Perlindungan Hukum Terhadap Pencemaran Limbah Sawit Di Kec. Darul

Makmur Menurut Konsep Hifz Al-Bi’ah.

B. Rumusan Masalah
1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum oleh pemerintah daerah terhadap
pencemaran limbah sawit yang ada di Kecamatan Darul Makmur Nagan
Raya ?
2. Bagaimana tinjauan konsep hifz al-bi’ah dalam pengelolaan limbah yang

ada di Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian permasalahan yang telah dijabarkan diatas, maka
penulis menetapkan tujuan penelitian sesuai dengan permasalahan yang telah
penulis tetapkan dalam riset ini yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk perlindungan hukum yang
dilakukan oleh pemerintah daerah terhadap pencemaran limbah sawit di
Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya.

2. Untuk menganalisis pengelolaan limbah sawit di Kecamatan Darul Makmur

Kabupaten Nagan Raya ditinjau berdasarkan konsep hifz al-bi’ah.

D. Penjelasan Istilah
Penjelasan istilah dalam penelitian ini dibutuhkan sebagai uraian yang

substansi tentang definisi operasional variabel ini maka pembahasan skripsi ini



nantinya dapat dilakukan secara lebih terarah sesuai dengan inti dari penelitian
ini. Berikut adalah istilah-istilah yang perlu penulis jelaskan secara literal, yaitu:
1. Perlindungan hukum

Perlindungan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)
diartikan sebagai tempat berlindung. Sedangkan hukum secara umum
dipahami sebagai kumpulan peraturan yang bersifat memaksa dan dibuat oleh
lembaga berwenang, yang harus ditaati oleh masyarakat.'” Menurut C.S.T.
Kansil, perlindungan hukum merupakan berbagai upaya hukum yang harus
diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik
secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak
manapun. 2

Adapun perlindungan hukum yang penulis maksud dalam penelitian
ini adalah segala bentuk upaya hukum yang dilakukan oleh pemerintah
daerah, aparat penegak hukum, dan pihak terkait lainnya untuk mencegah,
menanggulangi, serta memberikan jaminan keamanan terhadap lingkungan
hidup dari ancaman pencemaran limbah sawit.

2. Lingkungan

Lingkungan merupakan segala sesuatu yang ada pada setiap makhluk
hidup atau organisme dan berpengaruh pada kehidupannya. Menurut Salim
Emil lingkungan adalah segala benda, kondisi, keadaan dan pengaruh yang
terdapat dalam ruangan yang ditempati dan mempengaruhi hal yang hidup
termasuk kehidupan manusia.?!

Dalam ketentuan tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
hidup yaitu UU No. 32 Tahun 2009 diberikan pengertian tentang lingkungan
hidup sebagai berikut: lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan

19 Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), https://kbbi.web.id/lindung Analisis diakses
pada tanggal 19 Mei 2025.

20 C.S.T. Kansil, 1989, Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia, (Jakarta:
Balai Pustaka, tt), , Him. 102.

21 Abdul Malik, “Pemahaman tentang Lingkungan Berkelanjutan” Jurnal Undip, Vol. 18,
No. 2, 2018, hlm. 77.
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semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan
prilakunya, yang memengaruhi kelangsungan perikehidupan dan
kesejahteraan manusia dan makhluk hidup lain. ??

Lingkungan pabrik yang berada di kawasan Kecamatan Darul
Makmur, Kabupaten Nagan Raya, didominasi oleh aktivitas industri
pengolahan kelapa sawit yang tersebar di beberapa gampong, seperti
Gampong Ujong Lamie dan sekitarnya. Keberadaan pabrik sawit di wilayah
ini berdampingan langsung dengan pemukiman warga, lahan pertanian, serta
aliran sungai yang digunakan oleh masyarakat untuk kebutuhan sehari-hari.
Aktivitas industri yang intensif, terutama dalam proses pengolahan Tandan
Buah Segar (TBS), menghasilkan limbah dalam jumlah besar, baik cair
maupun padat, yang berpotensi mencemari lingkungan sekitar jika tidak
dikelola secara optimal. Beberapa kasus yang dilaporkan masyarakat
mencakup pencemaran sungai, bau menyengat dari limbah, serta matinya
ikan akibat pembuangan limbah cair ke perairan. Oleh karena itu, kondisi
lingkungan pabrik di Kecamatan Darul Makmur sangat relevan untuk ditinjau
dari aspek perlindungan hukum, karena berhubungan langsung dengan hak
masyarakat atas lingkungan hidup yang sehat dan aman, sebagaimana
dijamin dalam peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip syariah
seperti hifz al-bi’ah.

3. Pencemaran

Pencemaran  lingkungan  (environmental  pollution) adalah
terkontaminasinya komponen fisik dan biologis dari sistem bumi dan
atmosfer sehingga menganggu keseimbangan ekosistem lingkungan.
Kontaminasi tersebut bisa berasal dari kegiatan manusia atau proses alam,
yang menyebabkan kualitas lingkungan menjadi tidak dapat berfungsi sesuai

dengan seharusnya.

22 Wiryono, pengantar ilmu lingkungan ( Bengkulu: Pertelon Media, 2013 ) hlm. 1.
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Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup memberi penjelasan bahwa pencemaran
lingkungan hidup adalah masuk atau dimasuknya makhluk hidup, zat, energi
atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia
sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.?

Adapun menurut penulis, pencemaran dalam konteks penelitian ini
dimaknai sebagai segala bentuk perubahan lingkungan yang ditimbulkan
akibat aktivitas industri pengolahan sawit, khususnya di Kecamatan Darul
Makmur, yang berdampak langsung terhadap kesehatan, kenyamanan, serta
kelangsungan hidup masyarakat dan makhluk hidup lainnya. Pencemaran
bukan hanya dipandang dari sisi fisik, tetapi juga dari sisi moral dan tanggung
jawab sosial, karena menjaga lingkungan termasuk bagian dari tanggung
jawab manusia sebagai khalifah di bumi, sebagaimana dijelaskan dalam
konsep hifz al-bi’ah.

4. Limbah sawit

Limbah adalah sisa dari suatu usaha maupun kegiatan yang
mengandung bahan berbahaya atau beracun yang karna sifat, konsentrasi, dan
jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak lansung dapat membahayakan
lingkungan kesehatan, kelangsungan hidup manusia dan mahkluk hidup
lainnya.**

Limbah sawit secara umum adalah sisa hasil dari proses pengolahan
kelapa sawit, baik dalam bentuk padat maupun cair, yang tidak dimanfaatkan
sebagai produk utama dan berpotensi mencemari lingkungan jika tidak
ditangani secara tepat. Limbah ini berasal dari berbagai tahapan produksi,

seperti perebusan, pengepresan, dan klarifikasi minyak sawit mentah (CPO).

23 Hasmi Syahputra Harahap, Berpikir Kritis terhadap Pencemaran Lingkungan dengan
Metode Inkuiri, ( Kalimantan Selatan : CV. El Publisher, tahun, 2022 ) hlm. 7-8.

24 Sri Wahyuna Saragih, Kimia Fisika Untuk Industri Minyak Sawit, ( Kota Jambi:
Desember 2024), him. 4.
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Oleh karena itu, limbah sawit perlu dikelola secara sistematis agar tidak
menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan sekitar.

Menurut Lestari Hetalesi Saputri, limbah sawit dapat memberikan
dampak negatif terhadap lingkungan, terutama pada kualitas air dan tanah di
sekitar lokasi pabrik. Namun, jika diolah dengan teknologi yang tepat, limbah
ini juga dapat dimanfaatkan kembali, misalnya sebagai pupuk kompos, bahan
bakar boiler, hingga energi biogas. Oleh karena itu, pengelolaan limbah sawit
harus dilakukan dengan pendekatan terpadu, ramah lingkungan, dan sesuai
standar baku mutu yang ditetapkan oleh pemerintah.?®

Adapun menurut penulis, limbah sawit dalam konteks Kecamatan
Darul Makmur bukan hanya dipahami sebagai sisa produksi yang harus
dibuang, melainkan sebagai salah satu faktor utama yang menentukan
keberlangsungan ekosistem dan kualitas hidup masyarakat. Pengelolaan
limbah yang buruk akan memicu pencemaran lingkungan, menimbulkan
konflik sosial, dan menjadi pelanggaran terhadap prinsip perlindungan
hukum maupun nilai-nilai Islam yang terkandung dalam konsep hifz al-bi’ah.
Oleh karena itu, limbah sawit perlu ditangani dengan sistem yang terencana,
diawasi, dan berlandaskan pada prinsip tanggung jawab hukum dan moral.
5. Hifz Al-Bi’ah.

Hifz al-bi’ah Secara etimologis, hifz dalam Bahasa Arab berarti
menjaga, memelihara, atau melindungi, sedangkan al-bi’ah berarti
lingkungan. Dengan demikian, hifz al-bi’ah dapat dimaknai sebagai usaha
menjaga dan melindungi lingkungan dari segala bentuk kerusakan atau
pencemaran. Dalam kajian maqasid al-syari ‘ah (tujuan-tujuan hukum Islam),
hifz al-bi’ah dipandang sebagai bagian dari tanggung jawab manusia sebagai

khalifah di bumi untuk menjaga kelestarian ciptaan Allah. Konsep ini mulai

25 Lestari Hetalesi Saputri, Teknologi Hilir Sawit ( Limbah Sawit Untuk Bioplastik ),
(Yogyakarta : Deepublish, 2020,) him. 2.
26 Ibid hlm. 3.
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dikenal secara lebih luas setelah dikembangkan oleh ulama seperti Ali Yafie,
yang memasukkan perlindungan lingkungan sebagai salah satu tujuan hukum
Islam, sejajar dengan perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.
Dalam konteks ini, menjaga lingkungan tidak hanya bernilai etis dan sosial,
tetapi juga bernilai ibadah dan spiritual.?’

Adapun menurut penulis, hifz al-bi’ah dalam konteks penelitian ini
dipahami sebagai landasan moral dan religius bagi seluruh pihak, termasuk
perusahaan pengolahan sawit, untuk bertanggung jawab terhadap lingkungan.
Nilai-nilai Islam yang terkandung dalam konsep ini mengajarkan bahwa
merusak alam sama halnya dengan mengkhianati amanah yang diberikan
Allah kepada manusia. Oleh karena itu, hifz al-bi’ah menjadi kerangka
penting dalam mendorong pengelolaan limbah sawit yang beretika,
berkelanjutan, dan berpihak pada kelestarian hidup di Kecamatan Darul
Makmur.

E. Kajian pustaka

Kajian pustaka merupakan elemen penting yang harus dijelaskan dalam
skripsi ini sebagai penegas bahwa penelitian ini memiliki signifikan dalam kajian
dan analisis. Meskipun terdapat beberapa kesamaan dengan penelitian-penelitian
sebelumnya, dengan adanya kajian pustaka ini, penulis dapat memastikan bahwa
skripsi ini tidak terdapat plagiasi dan sesuai dengan ketentuan formal karya ilmiah
di kampus UIN Ar-Raniry. Adapun dari beberapa penelitian maupun tulisan yang
berkaitan dengan pembahasan ini antara lain:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Siti Mayshito dengan judul Pencemaran
Limbah Kelapa Sawit (Studi Kasus Pt X di Kabupaten Kampar), Mahasiswa
Fakultas Illmu Sosial dan [lmu Politik, Universitas Islam Riau pada Tahun 2021.

Dari hasil penelitiannya menjelaskan bahwa pencemaran limbah cair sawit ke

27 Ali Yafie, merintis figh lingkungan hidup, (Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia),
2006, hlm. 35.
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sungai berdampak serius terhadap masyarakat sekitar, baik dari segi kesehatan,
sosial, maupun ekonomi. Dalam penelitian ini  menemukan lemahnya
pengawasan dan penegakan sanksi dari pihak berwenang menjadi penyebab
utama terjadinya pencemaran.?®

Pada penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian penulis, yaitu
pada objek kajiannya yaitu tentang pencemaran lingkungan akibat limbah dari
perusahaan pengolahan kelapa sawit. Selain itu, kedua penelitian menekankan
pentingnya peran hukum dan pengawasan dari pemerintah dalam mengatasi
masalah pencemaran limbah industri. Perbedaan penelitian Siti Mayshito dengan
kajian ini yaitu lokasi penelitian yaitu di Kabupaten Kampar, Riau. Sementara
itu, penelitian yang penulis kaji di Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan
Raya, yang memiliki dasar hukum yang jelas seagai ketentuan hukum tentang
penjagaan lingkungan yaitu Qanun No. 3 Tahun 2021.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Benedikta Oktaviani dengan judul
Perlindungan Hukum Terhadap Lingkungan Hidup Akibat Limbah Kelapa Sawit
Kegiatan Pabrtik PT Sumber Adinusa Lestari di Kabupaten Lamandau.
Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta pada Tahun
2022. Hasil penelitiannya dapat dijelaskan secara ringkas tentang perlindungan
hukum terhadap lingkungan hidup akibat aktivitas industri pengolahan kelapa
sawit, dengan fokus pada kegiatan pabrik PT. Sumber Adinusa Lestari di
Kabupaten Lamandau. Dalam penelitiannya, Benedikta menjelaskan bagaimana
aktivitas industri sawit dapat mencemari lingkungan, khususnya melalui
pembuangan limbah yang tidak sesuai standar. la juga menyoroti pentingnya
penegakan hukum dan efektivitas regulasi dalam mencegah pencemaran serta

menjaga keseimbangan ekosistem di daerah tersebut.?

28 Siti Mayshito, “ Pencemaran Limbah Pabrik Kelapa Sawit (Studi Kasus Pt X di
Kabupaten Kampar)”, Skripsi, (Pekanbaru: Universitas Islam Riau, 2021).

2 Benedikta Oktaviani, “Perlindungan Hukum terhadap Lingkungan Hidup Akibat
Limbah Kelapa Sawit Kegiatan Pabrik Pt. Sumber Adinusa Lestari di Kabupaten Lamandau”,
Skripsi, (Yogyakarta Universitas Atma Jaya, 2023).
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Adapun persamaan dengan riset penulis, yaitu yaitu pada objek kajian
tentang pencemaran limbah sawit dan pentingnya peran hukum dalam melindungi
lingkungan. Keduanya menempatkan limbah industri sawit sebagai ancaman
serius bagi kualitas lingkungan hidup dan hak masyarakat atas lingkungan yang
sehat. Selain itu, keduanya menggunakan pendekatan normatif yuridis dalam
menganalisis instrumen hukum yang relevan. Perbedaannya terletak pada
pendekatan wilayah dan pendekatan hukum yang digunakan. Benedikta meneliti
konteks pencemaran limbah sawit di Provinsi Kalimantan Tengah dan
menggunakan pendekatan hukum positif nasional. Sementara itu, penelitian
penulis meneliti pencemaran lingkungan di Kecamatan Darul Makmur,
Kabupaten Nagan Raya, dengan menitikberatkan pada penerapan Qanun
Kabupaten Nagan Raya No. 3 Tahun 2021 dan mengintegrasikan nilai-nilai
hukum Islam melalui konsep hifz al-bi’ah.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Eko Sigalingging yang berjudul,
Pencemaran Lingkungan Hidup Akibat Limbah Pabrik Kelapa Sawit Pt. Sintong
Abadi dalam Perspektif Hukum Pidana (Studi di Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Asahan). Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Medan Area pada
tahun 2023. Hasil penelitiannya bahwa pengelolaan limbah yang buruk telah
menyebabkan pencemaran udara,air, dan tanah, serta merugikan masyarakat
sekitar pabrik. Eko Sigalingging menganalisis peraturan perundang-undangan,
khususnya Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta penerapan sanksi pidana sebagai bentuk
penegakan hukum terhadap pelaku pencemaran.

Adapun penelitian ini memiliki kesamaan dengan riset penulis pada objek
kajiannya yaitu pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh aktivitas industri

pengolahan kelapa sawit dan pentingnya perlindungan hukum terhadap

30 Eko Sigalingging, “Pencemaran Lingkungan Hidup Akibat Limbah Pabrik Kelapa
Sawit Pt. Sintong Abadi dalam Perspektif Hukum Pidana (Studi di Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Asahan)”, Skripsi, (Universitas Medan Area, 2023).
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lingkungan hidup. Keduanya juga menekankan peran pemerintah daerah dan
penegakan hukum dalam upaya mencegah serta menangulangi pencemaran.
Perbedaan antara kedua penelitian ini terletak pada pendekatan hukum yang
digunakan. Penelitian Eko Sigalingging lebih menekankan pada aspek hukum
pidana dan penerapan sanksi terhadap pelaku pencemaran lingkungan. Sementara
itu, penelitian penulis menekankan pada perlindungan hukum dalam konteks
hukum daerah melalui Qanun Kabupaten Nagan Raya No. 3 Tahun 2021, serta
mengintegrasikan nilai-nilai hukum Islam melalui konsep hifz al-bi’ah sebagai
prinsip perlindungan lingkungan dari perspektif syariah.

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Jeklin Alamin yang berjudul,
Pengelolaan Limbah Pabrik Kelapa Sawit Pt. Bumi Daya Argotamas Ditinjau
Menurut UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup. Mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam
Negeri Ar-Raniry Pada Tahun 2022. Dalam hasil penelitiannya ditemukan bahwa
meskipun perusahaan telah memiliki kolam penampungan limbah, sebagian
kolam tidak difungsikan secara optimal, dan pengelolaan limbah belum
sepenuhnya sesuai dengan standar lingkungan. Selain itu, dampak pencemaran
mulai dirasakan oleh masyarakat, seperti bau menyengat dan matinya biota
sungai. Penelitian ini juga menekankan bahwa penegakan hukum lingkungan
belum berjalan secara maksimal.>!

Persamaan riset penulis dengan riset yang dilakukan oleh jeklin
menitikberatkan pada kajian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dalam
konteks hukum nasioanal, sedangkan skripsi penulis fokus pada Qanun
Kabupaten Nagan Raya No. 3 Tahun 2021, sebagai hukum lokal yang bersifat
khusus di aceh, serta di kaji dari sudut pandang maqashid syariah melalui konsep

hifz al-bi’ah.

31 Jeklin Alamin yang berjudul, “Pengelolaan Limbah Pabrik Kelapa Sawit Pt. Bumi
Daya Argotamas Ditinjau Menurut UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup”, Skripsi, (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Pada Tahun 2022).
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Kelima, skripsi yang disusun oleh Rossiani Mayangsari, yang berjudul
Perlindungan Hukum terhadap Lingkungan Hidup Akibat Kegiatan Pabrik
Kelapa Sawit Pt. Mustika Sembuluh di Kabupaten Kotawaringin Timur.
Mahasiswa fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta Pada Tahun 2019.
Hasil penelitiannya dapat di jelaskan secara ringkas bahwa perlindungan hukum
yang diterapkan terbagi dalam dua bentuk, yaitu preventif dan represif.
Perlindungan preventif dilakukan melalui pengawasan, pembinaan, serta
penyediaan ruang terbuka hijau, sedangkan perlindungan represif diwujudkan
dalam bentuk sanksi administratif seperti pemulihan fungsi lingkungan. Rossiana
juga menyoroti kendala yang dihadapi oleh pemerintah daerah, di antaranya
keterbatasan jumlah tenaga pengawasan, kondisi infrastruktur jalan yang kurang
memadai, serta prosedur laboratorium yang lambat dalam menguji sampel
pencemaran. Hal-hal ini menyebabkan proses penegakan hukum menjadi tidak
efektif dan lamban.??

Penelitian ini memiliki persamaan dengan riset yang penulis lakukan
dalam konteks pencemaran lingkungan akibat aktivitas pabrik kelapa sawit dan
menekankan pentingnya perlindungan hukum. Keduanya juga memperhatikan
peran pemerintah daerah, khususnya dinas lingkungan hidup, dalam mengawasi
dan menindak pelanggaran lingkungan. Selain itu, keduanya menggunakan
pendekatan yuridis normatif untuk menelaah efektivitas hukum lingkungan.
Namun terdapat beberapa perbedaan penting. Skripsi Rossiana lebih berfokus
pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, yaitu meninjau terkait aspek
administratif dalam penegakan hukum. Sementara itu, perbedaannya pada
penelitian ini lebih berfokus pada pendekatan hukum lokal melalui Qanun
Kabupaten Nagan Raya No. 3 Tahun 2021, serta ditinjau dari sudut pandang nilai-

nilai hukum Islam melalui konsep hifz al-bi’ah.

32 Rossiani Mayangsari, yang berjudul “Perlindungan Hukum terhadap Lingkungan
Hidup Akibat Kegiatan Pabrik Kelapa Sawit Pt. Mustika Sembuluh di Kabupaten Kotawaringin
Timur,” Skripsi, ( Universitas Atma Jaya Yogyakarta Pada Tahun 2019).
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F. Metodologi Penelitian

Untuk menghasilkan penelitian yang berkualitas harus memenuhi kaidah
ilmiah yang telah terstandarisasi dalam metodologi penelitian. Kualitas suatu
karya ilmiah sangat ditentukan oleh ketepatan penerapan tahapan dan prosedur
metodologis yang sistematis. Maka dalam sub bab ini penulis menjelaskan
prosedur penelitian yang diterapkan secara metodologis untuk memperoleh data
yang valid dan objektif, sehingga penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan
secara ilmiah. Adapun ketentuan prosedur riset yang telah dilakukan pada

Fakultas Syari'ah dan Hukum untuk Skripsi ini yaitu sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan cara yang digunakan untuk
memperoleh, menganalisis, serta menginterpretasi data guna menjawab
permasalahatan yang menjadi fokus dalam penelitian ini. Pendekatan tidak
hanya berfungsi sebagai Teknik kerja ilmiah, tetapi juga sebagai kerangka
berpikir peneliti dalam memahami dan menilai objek penelitian secara
sistematis dan terarah.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan konsep
(Conceptual Approah) dan pendekatan perundang-undangan (Statute
Approach) sebagai pendekatan utama. Pendekatan konsep digunakan untuk
memahami dan menganalisis konsep hifdz al-biah sebagai bagian dari magasid
Syariah, yang menekankan pentingnya perlindungan dan pelestarian
lingkungan hidup sebagai bentuk tanggung jawab manusia sebagai khalifah di
bumi.

Penelitian ini juga menggunakan pendekatan perundang-undangan,
yaitu pendekatan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengkaji dan
menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
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2. Jenis Penelitian
Penelian ini ternasuk dalam jenis penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian
hukum yang mengkaji norma dan ketentuan hukum yang berlaku. Penelitian
ini difokuskan pada analisis Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 3 Tahun
2021 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup serta konsep hifdz al-biah.
Sedangkan aspek normative dalam penelitian ini untuk menelaah prinsi-prinsip
Syariah yang berkaitan dengan peletarian lingkungan idup, seperti konsep
hifdz al-biah dalam maqasid Syariah. Pendekatan ini bertujuan untuk
memahami begaimana hukum tertulis mengatur perlindungan terhadap
lingkungan dari pencemaran kelapa sawit.
3. Sumber Data
Sumber data merupakan referensi yang digunakan untuk memperoleh
informasi yang berkaitan langsung dengan objek penelitian. Data yang
dikumpulkan dalam penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan fenomena yang
terjadi serta menganalisisnya secara ilmiah berdasarkan pendekatan yuridis
normatif dan prinsip hukum Islam.
a. Data primer
Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari hasil
wawancara dengan pihak-pihak yang berkaitan langsung dengan objek
penelitian. Dalam hal ini, penulis mewawancarai Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Nagan Raya sebagai instansi yang bertanggung jawab atas
pengawasan lingkungan, pihak perusahaan pengolahan sawit yang
beroperasi di Kecamatan Darul Makmur sebagai subjek yang mengelola
limbah industri, serta masyarakat yang tinggal di sekitar pabrik sebagai
pihak yang terdampak langsung oleh pencemaran limbah. Wawancara ini
bertujuan untuk memperoleh informasi faktual mengenai pelaksanaan
pengelolaan limbah, bentuk pencemaran yang terjadi, dan tanggapan
masyarakat terhadap kondisi lingkungan sekitarnya.

b. Data sekunder
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Data sekunder adalah data pelengkap yang diperoleh dari studi
kepustakaan dan sumber-sumber hukum tertulis yang relevan dengan objek
kajian. Data ini mencakup Qanun Kabupaten Nagan Raya No. 3 Tahun 2021
tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang No. 32 Tahun
2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta
literatur-literatur lain yang membahas mengenai hukum lingkungan, hukum
Islam, dan magasid al-syari‘ah, khususnya terkait konsep hifz al-bi’ah.
Selain itu, penulis juga merujuk pada buku-buku akademik, jurnal ilmiah,
artikel, dan skripsi terdahulu yang memiliki relevansi dengan tema
penelitian sebagai bahan pembanding dan penguat dalam proses analisis
data.

4. Teknik Pengumpulan Data
Untuk memperoleh data yang valid dan sesuai dengan penelitian ini, maka
penulis mengunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu dengan cara
wawancara dan dokumentasi.
a. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan cara melakukan
komunikasi langsung antara peneliti dan narasumber yang dipilih
berdasarkan keterkaitan mereka terhadap objek penelitian. Dalam penelitian
ini, penulis akan melakukan wawancara dengan pihak Dinas Lingkungan
Hidup Kabupaten Nagan Raya, masyarakat sekitar perusahaan pengolahan
sawit, serta perwakilan dari perusahaan sawit yang beroperasi di Kecamatan
Darul Makmur.

Wawancara ini bertujuan untuk memperoleh informasi faktual
mengenai implementasi sistem pengelolaan limbah, bentuk-bentuk
pencemaran lingkungan yang terjadi, serta pandangan masyarakat terhadap
tanggung jawab perusahaan dan efektivitas pengawasan pemerintah daerah.

Wawancara dilakukan dalam bentuk semi-terstruktur (semi-structured

interview), dengan panduan pertanyaan yang telah disusun berdasarkan
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rumusan masalah. Hal ini memungkinkan peneliti menggali lebih dalam
isu-isu yang relevan dengan fokus penelitian, baik dari aspek hukum positif
(qanun) maupun nilai-nilai Islam (hifz al-bi’ah).
b. Dokumentasi
Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data melalui
penelusuran dokumen-dokumen tertulis yang relevan dengan objek
kajian. Dalam penelitian ini, dokumentasi dilakukan dengan
mengumpulkan berbagai dokumen resmi dan non-resmi seperti Qanun
Kabupaten Nagan Raya No. 3 Tahun 2021, Undang-Undang No. 32 Tahun
2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, hasil uji
laboratorium limbah dari perusahaan, laporan pengawasan Dinas
Lingkungan Hidup, serta laporan internal perusahaan mengenai sistem
pengelolaan limbah.
5. Langkah-langkah Analisis Data
Adapun cara menganalisis data dalam penelitian ini yang menggunakan
pendekatan kualitatif, penulis menetapkan beberapa tahapan sebagai langkah
sistematis dalam memproses dan menganalisis data. Adapun langkah-langkah
yang akan dilakukan sebagai berikut:

a. Tahap awal dalam proses penelitian dimulai dengan pengumpulan data.
Data yang dikumpulkan berasal dari berbagai sumber, seperti hasil
wawancara dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nagan Raya,
masyarakat sekitar pabrik sawit, serta perwakilan perusahaan pengolahan
sawit, disertai dokumentasi berupa qanun, laporan pengawasan, dan
dokumen pendukung lainnya yang relevan dengan permasalahan
pencemaran lingkungan.

b. Setelah data terkumpul, dilakukan proses pengelompokkan atau
klasifikasi. Data yang diperoleh dari berbagai teknik pengumpulan tersebut
kemudian dikategorikan menjadi data primer dan data sekunder. Langkah

ini bertujuan untuk mempermudah tahap analisis selanjutnya, khususnya
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dalam mengaitkan antara kenyataan di lapangan dengan norma hukum
dalam Qanun No. 3 Tahun 2021 dan prinsip hifz al-bi’ah dalam hukum
Islam.

c. Proses penyaringan atau penilaian data dilakukan untuk memastikan
bahwa data yang digunakan benar-benar relevan dan sesuai dengan
kebutuhan penelitian. Hanya data yang valid dan dapat mendukung
pemecahan masalah dalam skripsi ini yang dipilih, sehingga analisis yang
dilakukan dapat menghasilkan gambaran yang akurat mengenai sistem
perlindungan hukum terhadap lingkungan dari pencemaran limbah industri
sawit.

d. Analisis data menjadi tahapan terakhir sebelum penyusunan laporan
penelitian. Pada tahap ini, data dievaluasi secara objektif untuk melihat
sejauh mana efektivitas implementasi ganun lingkungan dan penerapan
prinsip hifz al-bi’ah dalam praktik pengelolaan limbah sawit di Kecamatan
Darul Makmur. Analisis ini dilakukan secara deskriptif kualitatif agar hasil
yang diperoleh benar-benar akurat dan sesuai dengan metodologi
penelitian ilmiah.

6. Pedoman Penulisan
Dalam penyusunan proposal ini, penulis menggunakan pedoman
penulisan karya ilmiah yang berlaku di Fakultas Syari’ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Segala bentuk sistematika

penulisan, penggunaan kutipan, daftar pustaka, serta format teknis lainnya

merujuk pada Pedoman Penulisan Karya [lmiah Fakultas Syari’ah dan Hukum

UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2019. Pedoman ini menjadi acuan utama

untuk menjaga konsistensi dan kelayakan akademik dalam penyusunan

proposal hingga Skripsi yang akan dilaksanakan.
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G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pemahaman dan metode atau urutan dalam tulisan ini
akan diuraikan secara garis besar dan sistematis hal-hal yang akan diuraikan
sebagai berikut:

Bab satu memuat bagian pendahuluan. Dalam bab ini akan disajikan
gambaran awal mengenai dasar pemikiran penelitian. Pembahasan pada bab ini
terdiri atas tujuh sub-pokok yang meliputi latar belakang masalah, rumusan
masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metodologi
penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab dua berisi uraian teoritis yang berkaitan langsung dengan judul penelitian.
Adapun teori-teori yang dimaksud mencakup: konsep hifz al-bi’ah dalam figh
muamalah, pengertian dan dasar hukum #hifz al-bi’ah, pandangan para ulama,
serta urgensi dan manfaat konsep tersebut. Selanjutnya dalam bab ini juga
dijelaskan mengenai ketentuan perlindungan lingkungan dari pencemaran limbah
sawit sebagaimana diatur dalam Qanun Nagan Raya No. 3 Tahun 2021.
Pembahasannya meliputi substansi ganun, kewajiban pengelolaan limbah oleh
perusahaan, serta standarisasi teknis dan hukum terkait pengelolaan limbah
industri kelapa sawit.

Bab tiga berisi analisis dan pembahasan hasil penelitian di dalamnya
diuraikan berbagai temuan lapangan yang mencakup gambaran umum PKS PT.
Sawit Nagan Raya Makmur, sistem pengelolaan limbah sawit yang diterapkan
oleh perusahaan, serta implementasi regulasi Qanun Nagan Raya No. 3 Tahun
2021. Bab ini juga menyoroti integrasi antara prinsip hifz al-bi’ah dengan
kebijakan perusahaan, dan bagaimana prinsip tersebut diimplementasikan dalam
rangka perlindungan hukum terhadap lingkungan di Kecamatan Darul Makmur.

Bab empat memuat bagian penutup sebagai akhir dari keseluruhan isi
proposal. Bab ini mencakup kesimpulan atas hasil analisis yang telah dilakukan

serta saran yang ditujukan kepada pihak-pihak yang terkait dan peneliti
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selanjutnya. Kesimpulan akan diselaraskan dengan rumusan masalah dan tujuan

penelitian agar tidak terjadi penyimpangan antara hasil dan arah penelitian.

AR-RANIRY




BAB DUA

KONSEP HIFZ AL-BI’AH DAN PERLINDUNGAN TERHADAP
LINGKUNGAN DARI PENCEMARAN LIMBAH SAWIT DI
KECAMATAN DARUL MAKMUR

A. Pengelolaan Limbah di Indonesia

1. Pengertian Limbah dan Pengelolaannya

Menurut Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009
tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkunga Hidup (UU PPLH), limbah
didefinisikan sebagai “sisa suatu usaha dan/atau kegiatan”. Definisi serupa
diatur ~dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang
menegaskan bahwa limbah adalah “sisa suatu usaha dan/atau kegiatan”.
Dengan demikian, secara normatif limbah mencakup segala sisa kegiatan
manusia (domestik atau industri) yang tidak lagi memiliki fungsi dan harus
ditangani.*’

Secara umum, limbah diklasifikasikan berdasarkan beberpa kriteria.
Pertama, berdasarkan wujud fisiknya limbahdapat berupa limbah padat, limbah
cair dan limbah gas.** Kedua, berdasarkan asal atau sumbernya, limbah dapat
dibedakan menjadi limbah domestic (rumah tangga), limbah industri, limbah
pertanian, limbah pertambangan, limbah medis dan sebagainya. Ketiga,
berdasarkan karakteristik bahanya, limbah dibagi menjadi limbah berbahaya dan
beracun (B3) serta limbah non-B3. UU PPLH mengatur bahwa limbah B3
adalah limbah usaha/kegiatan yang mengandung zat berbahaya dan beracun.

Sebaliknya, limbah non-B3 adalah limbah yang tidak menunjukkan karakteristik

33 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup, Pasal 1 aangka 20

3% Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Pengelolaan
Limbah dan Bahan Berbahaya Beracun (B3) (Jakarta: KLHK, 2018), hlm. 12-13.
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bahan berbahaya dan beracun. Pembagian ini penting karena limbah B3
memerlukan pengelolaan khusus sesuai karakteristik toksiknya.*’

Pengelolaan limbah diatur secara tegas dalam regulasi nasional. Pasal 59
UU Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup menyatakan bahwa “setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib
melakukan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkannya”. Dengan kata lain,
pihak yang menghasilkan limbah bertanggung jawab atas pengelolaannya.
Secara umum, pengelolaan limbah mencakup kegiatan-kegiatan mulai dari
pengurangan kuantitas limbah (reduce), penyimpanan, pengumpulan,
pengangkutan, pemanfaatan kembali (reuse/recycle), hingga pengolahan limbah
dan/atau penimbunan akhir jika diperlukan. Konsep 3R (reduse, reuse, recycle)
sering dijadikan prinsip dasar dalam pengelolaan limbah untuk meminimalkan
limbah pada sumbernya. Selain itu, UU PPLH menganut asas pencemaran
membayar, yang berarti setiap pihak yang menyebabkan pencemaran (termasuk
limbah) wajib menanggung biaya pemulihan lingkungan.*® Prinsip ini
menegaskan bahwa pengelolaan limbah bukan hanya tanggung jawab teknis,
tetapi juga kewajiban finansial pemulihan lingkungan. Dengan demikian,
pengelolaan limbah bertujuan mencegah dan meminimalkan dampak negative
limbah terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan sekitar.

Dalam konteks industry kelapa sawit, limbah cair kelapa sawit (Palm Oil
Mill Effluent/POME) merupakan limbah industri yang memiliki karakteristik
khusus dan berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan apabila tidak

dikelola sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

35 Undang-Undang Nomor 32 taahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaaan
Lingkungan Hidup, Pasal 1 angka 21.
36 Ibid., Pasal 2 huruf j dan Pasal 87.
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2. Prinsip-Prinsip Pengelolaan Limbah di Indonesia
Pengelolaan limbah di Indonesia didasarkan pada prinsip-prinsip
lingkungan hidup yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Undang-
Undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup menyatakan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
dilaksanakan berdasarkan asas-asas, antara lain tanggung jawab negara,
kelestarian dan keberlanjutan, kehati-hatian, pencemar membayar, partisipatif,
serta asas-asas lainnya.>’” Dengan demikian pengelolaan limbah harus
memperhatikan unsur keberlanjutan (sustainable development) dan keadilan

antargenerasi. Prinsip-prinsip utama tersebut diantaranya:

a. Prinsip Kehati-hatian (precautionary principle)
Setiap ketidakpastian dampak limbah atas lingkungan tidak
menjadi alasan untuk menunda tindakan pencegahan. UU No. 32/2009
menegaskan bahwa ketidakpastian ilmiah bukan alasan menghambat
langkah “meminimalisasi ~atau menghindari ancaman terhadap
pencemaran”. Dengan demikian, produsen limbah wajib menerapkan
teknologi dan prosedur pengelolaan sebelum kerusakan terjadi.*®
b. Prinsip Tanggung Jawab Negara

Negara berkewajiban menjamin pemanfaatan sumber daya alam
untuk kesejahteraan rakyat saat ini dan mendatang. Dalam konteks
limbaah, hal ini berarti negara mengatur dan mengawasi agar pengelolaan
limbah berjalan baik. Tanggung jawab berkelanjutan juga mengandung
makna bahwa generasi sekarang berkewajiban menjaga lingkungan bagi

generasi berikutnya.®

37 Ibid., Pasal 2 huruf a.
38 Ibid., Pasal 2 huruf f.
3 Ibid., Pasal 2 huruf a dan b.
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Prinsip Pencemar Membayar (Polluter Pays)

Setiap pihak yang menghasilkan limbah berbahaya wajib
menanggung biaya pemulihan lingkungan.** Dengan kata lain, pelaku
usaha yang mencemari harus membiayai pembersihan dan pemulihan
kualitas lingkungan, termasuk ganti rugi bagi masyarakat terdampak.
Prinsip ini menegaskan akuntabilitas pelaku usaha dan mendorong
pencegahan pencemaran.

Prinsip Partisipasi Masyarakat

Setiap anggota masyarakat berhak dan didorong untuk terlibat
aktif dalam pengambilan keputusan dan pengawasan pengelolaan
limbah.*! Partisipasi publik, misalnya melalui pengaduan atau
penyampaian masukan, menjadi instrumen penting agar kebijakan
pengelolaan limbah lebih efektif dan traansparan.

Prinsip Keberlanjutan (Sustaainabilty)

Pengelolaan limbah harus selaras dengan usahaa peningkatan
kesejahteraan tanpa mengorbankan kemampuan lingkungan mendukung
generasi mendatang. Konsep pembaangunan berkelanjutan ini melekat
pada asas UU No. 32/2009 dan tercermin dalam kebijakan pengurangan
limbah dan daur ulang.

Berdasarkan uraian prinsip-prinsip tersebut, pengelolaan limbah di

Indonesia tidak hanya berorientasi pada aspek teknis semata, melainkan juga
mengandung dimensi normatif dan etis yang menempaatkaan perlindungan
lingkungan hidup sebagai bagian dari kepentingan public yang harus dijaga
secara berkelanjutan. Prinsip kehati-hatian, tanggung jawab negara, pencemaar
membayar partisipasi masyaarakat, serta keberlanjutan menunjukkan bahwa
terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan yang berdampak luas

terhadap kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Prinsip-prinsip inilah

40 Ibid., Pasal 2 huruf j dan Pasal 87 ayat (1).
41 Ibid., Pasal 70 ayat (1).
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yang selanjutnya menjadi dasar dalam pengaturan perlindungan lingkungan
hidup pada tingkat daerah serta relevan untuk dianalisis dalam perspektif
hukum Islam, khususnya dalam kerangka pemeliharaan kemaslahatan dan

pencegahan kemudaratan.

3. Pengelolaan Limbah Industri di Indonesia

Pengeloaan limbah industri di Indonesia merupakan bagian integral
dari sistem perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang bertujuan
untuk  mencegah, mengendalikan, serta menanggulangi dampak
pencemarandan kerusakan lingkungan akibat kegiatan dan/atau industry.
Secara normatif, kewajiban pengelolaan limbah industri didasarkan pada
prinsip bahwa setiap kegiatan industry yang menghasilkan limbah berpotensi
menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat
apabila tidak dikelola secara benar.*?

UU PPLH menegaskan bahwa setiap penanggung jawab usaha
dan/atau kegiatan wajib melakukan pengelolaan limbah yang dihasilkan dari
aktivitas industrinya. Kewajiban tersebut mencakup upaya pencegahan
pencemaran, pengurangan timbulan limbah, pengolahan limbah sesuai baku
mutu lingkungan hidup, serta pemulihan apabila terjadi pencemaran atau
kerusakan lingkungan. Dengan demikian, pengelolaan limbah industri tidak
hanya bersifat teknis, tetapi juga merupakan kewajiban hukum yang melekat
pada pelaku usaha.

Lebih lanjut, peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2021 tentang
penyenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup mengatur
secara lebih rinci mengenai tata cara pengelolaan limbah industri, termasuk
limbah bahan berbahaya dan beracun (B3). Peraturan ini mengharuskan setiap

pelaku industri untuk melakukan pengelolaan limbah melalui tahapan

42 Rachmadi Usman, Hukum Lingkungan dalam Sistem Penegakan Hukum Indonesia,
(Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 101-103.
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pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan,
pengolahan, dan/atau penimbunan akhir sesuai dengan karakteristik limbah
yang dihasilkan. ** pengaturan tersebut dimaksudkan untuk memastikan bahwa
limbah indrustri tidak di buang secara sembarangan dan tidak melampaui baku
mutu lingkungan yang telah di tetapkan.

Selain itu, Pengelolaan limbah industri juga berkaitan erat dengan
inturmen perizinan lingkungan. Setiap kegiatan industri yang berpotensi
menimbulkan dampak penting terhdap lingkungan wajib memiliki
dokumentasi lingkungan, seperti analisis mengenai dampak lingkungan
(AMDAL) atau upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan
lingkungan (UKL-UPL), yang di dalamnya memuat rencana pengelolaan
limbah secara komprehensif. ** melalui instrumen ini, negara melakukan
fungsi pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan industri agar selaras
dengan prinsip pembangunan berkelanjutan.

Dengan demikian, penelolaan limbah industri di Indonesia merupakan
wujud penerapan asas tanggung jawab pelaku usaha dan asas pencegahan
pencemaran dalam hukum lingkungan. Pengaturan yang bersifat preventif dan
represif ini menunjukkan bahwa negara berupaya menyeimbangkan
kepentingan pembangunan ekonomi dengan kewajiban menjaga kelestarian

lingkungan hidup sebagai bagian dari kepentingan publik yang lebih luas.

4. Pengelolaan Limbah Industri Kelapa Sawit di Indonesia
Industri kelapa sawit merupakan salah satu sektor strategis dalam
pembangunan ekonomi nasional, namun di sisi lain juga menjadi penyumbang
limbah industri yang berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan apabila

tidak dikelola secara optimal. Limbah industri kelapa sawit berasal dari seluruh

4 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup, Pasal 67.

4 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 59 ayat (1) dan Pasal 61.
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rangkaian proses produksi, mulai dari pengolahan tandan buah segar hingga
pemurnian minyak kelapa sawit yang menghasilkan limbah cair, padat dan
gas.®

Limbabh cair kelapa sawit yang dikenal sebagai Palm Oil Mill Effluent
(POME) merupakan jenis limbah yang paling dominan dan berpotensi
mencemari lingkungan perairan apabila dibuang tanpa pengolahan yang
memadai. POME mengandung bahan organik dengan kadar Biochemical
Oxygen Demand (BOD) dan Chemical Oxygen Demand (COD) yang tinggi
sehingga dapat menurunkan kualitas air dan mengganggu ekosistem apabila
melebihi baku mutu lingkungan.*® Oleh sebab itu, pengelolaan limbah cair
kelapa sawit diwajibkan melalui proses pengolahan terlebih dahulu, seperti
sistem kolam stabilisasi atau pemanfaatan teknologi pengolahan lainnya
sebelum dilepas ke lingkungan.

Secara normatif, kewajiban pengelolaan lingkungan limbah industri
kelapa sawit mengacu pada UU PPLH yang mewajibkan setiap pelaku usaha
dan/atau kegiatan untuk mengelola libah yang dihasilkan.*” Ketentuan tersebut
diperkuat dengan peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2021 yang mengatur
bahwa limbah hasil kegiatan industri, termasuk industri kelapa sawit, wajib di
kelola sesusai dengan baku mutu lingkungan hidup dan karakteristik limbah
yang dihasilkan. *8

Selain limbah cair, industri kelapa sawit juga menghasilkan limbah
padat seperti tandan kosong kelapa sawit (TKKS), cangkang, dan serat.
Limbah padat ini pada prinsipnya dapat dimanfaatkan kembali melalaui

konsep rause dan recycle, antara lain sebagai bahan bakar biomassa, pupuk

4 Direktorat Jenderal Perkebunan, Statistik Perkebunan Kelapa Sawit Indonesia
(Jakarta: Kementrian Pertanian, 2020), him. 3-5.

46 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Pedoman
Pengelolaan Limbah Cair Industri Kelapa Sawit (Jakarta: KLHK, 2018), hlm. 14-16.

47 UU PPLH, Pasal 67.

8 Peraturan Peraturan Nomor 22 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 59 ayat (1).
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organik, atau bahan baku industri lain. ** pemanfaatan limbah padat tersebut
sejalan dengan kebijakan pengurangan limbah pada sumbernya dan
mendukung prinsip pembangunan berkelanjutan.

Pengelolaan limbah industri kelapa sawit juga berkaitan dengan
instrument perizinan dan pengawsan lingkungan. Setiap pabrik kelapa sawit
wajib memiliki dokumen lingkungan berup AMDAL atau UKL-UPL yang
membuat rencana pengelolaan dan pemantauan limbah secara sistematis.>
Melalui mekanisme ini, negara melakukan pengendalian terhadap kegiatan
industri kelapa sawit agar tidak menimbulkan dampak negatif terhadap
lingkungan dan masyarakat sekitar.

Dengan demikian, pengelolaan limbah industri kelapa sawit di
Indonesia tidak hanya merupakan kebijakan teknis, tetapi juga kewajiban
hukum yang melekat pada pelaku usaha. Pengaturan ini mencerminkan upaya
negara dalam menyeimbangkan kepentingan ekonomi sektor kelapa sawit
dengan perlindungan lingkungan hidup sebagai bagian dari tanggung jawab

sosial dan keberlanjutan pembangunan nasional.

B. Ketentuan Perlindungan Hukum Terhadap Lingkungan Dalam Qanun
Nagan Raya No. 3 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

1. Pengertian Perlindungan Dalam Qanun Nagan Raya No. 3 Tahun 2021

Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 3 Tahun 2021 tentang

Pengelolaan Lingkungan Hidup menyebutkan bahwa lingkungan hidup

dipahami sebagai kesatuan ruang dengan seluruh benda, daya, keadaan, serta

makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam,

kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia maupun makhluk

4 Rachmadi Usman, Hukum Lingkungan dalam Sistem Penegakan Hukum Indonesia,
(Jakarta: Sinar Grafika, 2019), him. 112-114.
30 UU PPLH, Pasal 22 dan Pasal 36.
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hidup lainnya. °'Dari pengertian ini, lingkungan tidak hanya terbatas pada
aspek fisik seperti air, tanah, dan udara, tetapi juga mencakup relasi manusia
dengan alam sekitarnya.

Adapun pengelolaan lingkungan hidup diartikan sebagai upaya terpadu
untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi penetaan,
pemulihan, pengawasan, dan pengendalian.>” Definisi ini menegaskan bahwa
perlindungan lingkungan merupakan proses menyeluruh yang melibatkan
sebagai aspek, mulai dari perencanaan hingga tahap pengawasan serta
penegakan hukum. Selanjutnya, pasal 2 Qanun Kabupaten Nagan Raya No. 3
Tahun 2021 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup ini menegaskan bahwa
maksud perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah untuk
mengendalikan pemenaatan sumber daya alam secara bijaksana, melindungi
daerah dari pencemaran dan/atau kerusakan, hidup, serta menjaga kepentingan
generasi masa kini dan generasi yang akan datang.>®> Dengan demikian,
perlindungan lingkungan dalam Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 3
Tahun 2021 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dapat di maknai sebagai
seperangkat kebijakamn dan tindakan yang bertujuan menjaga kelestarian
fungsi lingkungan hidup melalui upaya pencegahan, pengendalian,
penangulangan, hingga pemulihan dari potensi pencemaran dan kerusakan
yang ditumbulkan, termasuk dari aktivitas industri pengolahan kelapa sawit di

kecamatan darul makmur.

2. Bentuk-Bentuk Dan Upaya Perlindungan Hukum Terhadap
Lingkungan Hukum Terhadap Lingkungan Dari Pencemaran Limbah

Sawit

1 Qanun Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan
Lingkungan Hidup, pasal 1 angka 5.

32 [bid., pasal 1 angka 6.

>3 [bid., pasal 2.



34

Perlindungan hukum terhadap lingkungan hidup pada dasarnya
merupakan serangkaian kebijakan, mengendalikan, dan memulihkan
pencemaran atau kerusakan lingkungan. Dalam konteks Qanun Kabupaten
Nagan Raya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, ,
bentuk perlindungan ini dilaksanakan secara komprehensif melalui instrumen
hukum, teknis, maupun kelembagaan.

Pertama, perlindungan melalui upaya pencegahan. Qanun menegaskan
bahwa pengendalian pencemaran dilakukan melalui  pencegahan,
penanggulangan, dan pemulihan.’* Pencegahan di sini diwujudkan dengan
kewajiban setiap pelaku usaha, termasuk perusahaan pengolahan sawit, untuk
mengolah limbah cair maupun limbah padat sebelum dibuang ke lingkungan.
Pasal 16 Qanun Nagan Raya No. 3 Tahun 2021 menyatakan bahwa
pembuangan air limbah dilarang dilakukan dengan cara pengenceran,
melainkan wajib memenuhi baku mutu lingkungan yang telah ditetapkan oleh
pemerintah daerah.’> Artinya, setiap perusahaan tidak hanya diwajibkan
membangun sarana pengolahan limbah, tetapi juga memastikan bahwa kualitas
limbah yang dilepaskan telah memenuhi standar teknis.

Kedua, perlindungan melalui instrumen perizinan dan pengawasan.
Dalam Pasal 73—75 Qanun ini ditegaskan bahwa izin lingkungan bukan hanya
persyaratan administratif, tetapi juga menjadi instrumen pengawasan publik
terhadap aktivitas usaha yang berpotensi mencemari lingkungan.’® Izin
lingkungan sepertit AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) dan
UKL-UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan
Lingkungan) menjadi syarat mutlak bagi setiap perusahaan sebelum

memperoleh izin usaha. Dengan demikian, perusahaan sawit tidak dapat

>4Qanun kabupaten nagan raya nomor 3 tahun 2021 tentang pengolaan limbah lingkungan
hidup, pasal 9.

53 Ibid., pasal 16.

>%Ibid., pasal 73-75.
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beroperasi tanpa terlebih dahulu menyusun kajian dampak lingkungan yang
komprehensif.

Ketiga, perlindungan melalui penanggulangan dan pemulihan. Dalam
hal terjadi pencemaran, Qanun memberikan kewenangan kepada Bupati untuk
memerintahkan perusahaan melakukan penanggulangan pencemaran
lingkungan hidup, termasuk penghentian kegiatan yang menimbulkan
pencemaran, penanganan teknis media lingkungan yang tercemar, serta
pemulihan kualitas lingkungan ke kondisi semula.’” Hal ini menunjukkan
bahwa tanggung jawab utama berada di tangan pelaku usaha, dan pemerintah
daerah bertindak sebagai pengawas sekaligus penegak hukum.

Keempat, perlindungan berbasis partisipasi masyarakat. Qanun
menekankan bahwa perlindungan lingkungan hidup harus dilaksanakan secara
partisipatif dengan melibatkan masyarakat.’® Partisipasi masyarakat di sini
penting, karena mereka adalah pihak yang langsung merasakan dampak
pencemaran limbah sawit. Oleh sebab itu, pengaduan masyarakat menjadi
salah satu dasar bagi pemerintah untuk melakukan investigasi terhadap dugaan
pencemaran.

Kelima, perlindungan melalui sanksi hukum. Apabila perusahaan
melanggar kewajiban pengelolaan ' limbah, maka dapat dikenai sanksi
administratif berupa pencabutan izin, denda, hingga penghentian kegiatan
usaha. Dalam perspektif hukum pidana lingkungan, sebagaimana diatur dalam
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup, pelaku pencemaran bahkan dapat dipidana penjara dan
denda apabila terbukti menimbulkan kerugian serius bagi masyarakat maupun

lingkungan.>’

37 Ibid., pasal 26-27.

>81bid., pasal 11-13.

»Undang-undang nomor 32 tahun2009 tenteng perlindungan dan pengelolaan
lingkungan hidup, pasal 98-103.
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Upaya perlindungan hukum ini selaras dengan prinsip pembangunan
berkelanjutan (sustainable development), di mana kegiatan ekonomi seperti
industri kelapa sawit harus tetap memperhatikan aspek ekologi dan sosial.
Menurut Muhammad Akib, perlindungan hukum lingkungan bukan hanya
bertujuan menghukum pelaku pencemaran, tetapi juga mengedepankan prinsip
pencegahan agar pencemaran tidak terjadi.®* Dengan demikian, keberadaan
Qanun Nagan Raya No. 3 Tahun 2021 menjadi instrumen penting dalam
menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan keberlanjutan
lingkungan hidup.

3. Implementasi Ketentuan Perlindungan Hukum Terhadap Pencemaran
Limbah Sawit Dalam Qanun Nagan Raya No. 3 Tahun 2021

Implementasi perlindungan hukum terhdap pencemaran limbah sawit
merupakan tahapan yang menitikberatkan pada bagaimana norma-norma
hukum yang terdapat dalam ganun nagan raya no. 3 tahun 2021 dijalankan
dalam praktik. Hukum lingkungan tidak hanya berhenti pada tataran normatif,
melainkan harus diwujudkan dalam bentuk tindakan nyata yang mampu
memberikan efek preventif, represif, sekaligus kuratif terhadap pencemaran
lingkungan. Menurut Munadjat Danusaputro, implementasi hukum
lingkungan merupakan proses transformasi norma hukum ke dalam perilaku
individu, institusi, maupun aparat pemerintah yang berorientasi pada upaya
menjaga kelestarian lingkungan hidup.®!

Dalam konteks perlindungan lingkungan dari limbah sawit,
implementasi ketentuan hukum tercermin dalam beberapa aspek penting.
Pertama, aspek pencegahan pencemaran. Qanun menegaskan kewajiban setiap
pelaku usaha, termasuk industri sawit, untuk melakukan pengolahan limbah

sebelum dibuang ke lingkungan. Pasal 16 Qanun Nagan Raya No. 3 Tahun

0 Muhammad Akib, Hukum Lingkungan: perspektif Global dan Nasional, (Jakarta: Raja
Grafindo Persada, 2014), hlm. 45.

®"Munadjat Danusaputro, Hukum Lingkungan, buku 1: Umum, (Bandung:
Binacipta,1982), hIm.87.
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2021 menyatakan bahwa pembuangan air limbah tidak boleh dilakukan
melalui proses pengenceran, melainkan wajib memenuhi baku mutu yang telah
ditetapkan oleh pemerintah daerah.®? Dalam praktiknya, perusahaan
pengolahan sawit di Kecamatan Darul Makmur diwajibkan membangun sistem
kolam limbah berjenjang (anaerobik, fakultatif, dan aerobik) guna menurunkan
kadar pencemar seperti BOD (Biological Oxygen Demand) dan COD
(Chemical Oxygen Demand) sebelum limbah dialirkan ke sungai. Kedua,
aspek perizinan lingkungan. Perlindungan hukum terhadap lingkungan hidup
dalam ganun dijalankan melalui mekanisme izin lingkungan yang mencakup
dokumen AMDAL dan UKL-UPL. AMDAL berfungsi sebagai instrumen
preventif untuk menilai dampak lingkungan sebelum suatu kegiatan industri
dijalankan. Menurut Koesnadi Hardjasoemantri, AMDAL tidak hanya
berperan sebagai kajian ilmiah, tetapi juga sebagai instrumen hukum yang
memiliki daya mengikat terhadap pelaku usaha untuk mematuhi rencana
pengelolaan lingkungan.®® Dengan adanya izin lingkungan, pemerintah daerah
memiliki dasar hukum untuk menilai, mengawasi, dan bahkan mencabut izin
usaha apabila perusahaan terbukti melakukan pelanggaran.

Ketiga, aspek pengawasan dan penegakan hukum. Dinas Lingkungan
Hidup Kabupaten Nagan Raya secara berkala melakukan inspeksi dan
pengujian limbah industri sawit. Apabila ditemukan pencemaran, pemerintah
dapat menjatuhkan sanksi administratif hingga pencabutan izin, sesuai
ketentuan dalam Pasal 2627 Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 3 Tahun
2021 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.%* Penegakan hukum lingkungan
di sini sejalan dengan pandangan Mas Achmad Santosa yang menegaskan

bahwa efektivitas perlindungan lingkungan sangat ditentukan oleh konsistensi

62 Qanun kabupaten nagan raya nomor 3 tahun 2021 tentang pengelolaan lingkungan
hidup pasal 16.

0 Koesnadi Hardjsoemantri, Hukum tata lingkungan, (Yogyakarta: Gadjah Mada
University press, 2005), him. 109.

%4 Qanun kabupaten nagan raya nomor 3 tahun 2021, pasal 26-27.
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penegakan hukum dan keberanian pemerintah dalam menjatuhkan sanksi
terhadap pelanggar.®

Keempat, aspek partisipasi masyarakat. Qanun mengakui peran
masyarakat sebagai subjek yang memiliki hak sekaligus kewajiban untuk
berpartisipasi dalam menjaga lingkungan. Pengaduan masyarakat mengenai
pencemaran sungai akibat limbah sawit menjadi salah satu indikator bahwa
implementasi hukum lingkungan tidak dapat dilepaskan dari kontrol sosial.
Menurut Emil Salim, keberhasilan perlindungan lingkungan memerlukan
keterlibatan aktif masyarakat, karena merekalah pihak yang langsung
merasakan dampak dari degradasi lingkungan.®®

Kelima, aspek pemulihan lingkungan. Apabila pencemaran sudah
terjadi, perusahaan diwajibkan melakukan pemulihan agar fungsi lingkungan
hidup dapat kembali seperti semula. Pemulihan ini mencakup penghentian
kegiatan pencemar, perbaikan kualitas air, tanah, maupun udara, serta
pengembalian ekosistem ke kondisi optimal. Konsep ini sejalan dengan prinsip
polluter pays principle yang menyatakan bahwa setiap pencemar bertanggung
jawab menanggung biaya pemulihan lingkungan.®’

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa implementasi
perlindungan hukum dalam Qanun Nagan Raya No. 3 Tahun 2021 sudah
memiliki kerangka yang cukup komprehensif. Namun, efektivitas
implementasinya masih bergantung pada sinergi antara pemerintah, pelaku
usaha, dan masyarakat. Tanpa pengawasan yang konsisten, sanksi yang tegas,
dan partisipasi masyarakat, perlindungan hukum hanya berhenti sebagai norma

tertulis tanpa daya guna.

5 Mas Achmad Santosa, Good Governance & Hukum Lingkungan, (Jakarta: ICEL,
2001), hlm. 43.

% Email salim, pembangunan berwawasan lingkungan, (Jakarta: LP3ES, 1986), him.57.

7 Muhammad Akib, Hukum lingkungan: perspektif global nasional, (Jakarta: Raja
Grafindo persada, 2014), hlm. 52.
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C. Konsep Hifz al-bi’ah dalam Figh Muamalah
1. Pengertian Hifz al-bi’ah dan Dasar Hukumnya

Permasalahan lingkungan hidup pada saat ini telah menjadi isu penting
dalam kajian hukum Islam kontemporer. Kerusakan hutan, pencemaran air,
udara, serta perubahan iklim merupakan bukti nyata bahwa hubungan manusia
dengan lingkungannya semakin timpang. Islam sebagai agama yang bersifat
rahmatan li al-‘alamin memberikan perhatian besar terhadap kelestarian alam.
Dalam konteks figh muamalah, lahirlah konsep Aifz al-bi’ah yang menekankan
pentingnya menjaga serta memelihara lingkungan sebagai bagian integral dari
tanggung jawab manusia sebagai khalifah di bumi.

Secara etimologis, kata hifz berarti menjaga, melindungi, atau
memelihara sesuatu dari kerusakan dan kehilangan.®® Sementara kata al-bi’ah
secara Bahasa diartikan sebagai lingkungan, yakni ruang hidup yang mencakup
benda, daya, keadaan, serta makhluk hidup yang saling berinteraksi satu sama
lain.® Dengan demikian, hifz al-bi’ah dapat dipahami sebagai upaya manusia
untuk menjaga, melestarikan, serta mengelola lingkungan hidup secara
seimbang agar tetap memberikan kemaslahatan bagi seluruh makhluk.

Dalam perspektif figh, hifz al-bi’ah tidak hanya bermakna menjaga
ekosistem alam secara fisik, melainkan juga mencakup dimensi spiritual dan
sosial. Pemeliharaan lingkungan dipandang sebagai bentuk pengalaman ajaran
Islam yang menuntut manusia untuk berlaku adil dan arif terhadap alam semesta.

Konsep hifz al-bi’ah memiliki dasar hukum yang kuat dalam ajaran
Islam, baik dari al-Qur’an, hadis, maupun prinsip maqasid al-syari’ah. Islam
memandang alam semesta sebagai ciptaan Allah Swt. Yang dikelola oleh

manusia dalam kapasitasnya sebagai khalifah. Dengan demikian, pemeliharaan

% Muhammad bin Ya’qub al-Fayruz Abadi, Al-Qamus al-Muhit (Beirut: Muassasah al-
Risalah, 2005), him. 1250.

 Mariatul Istiani dan Muhammad Roy Purwanto, “Figh Bi’ah dalam Perspektif al-
Qur’an,” At-Thullab: Jurnal Mahasiswa FIAI-UII Vol.1 No. 1 (2019): him. 26.
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lingkungan hidup merupakan bagian dari amanah yang harus
dipertanggungjawabkan.

Al-Qur’an secara tegas melarang manusia melakukan kerusakan di
bumi. Hal ini sebagaimana termaktub dalam firman Allah Swt. Dalam surah al-

Rum ayat 41:
3 pdlad 15het e Gkt 4R ) o 2 G s T G S 54b

Artinya: “Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan
tangan manusia (melalui hal itu) Allah membuat mereka merasakan sebagian
dari (akibat) perbuatan mereka agar mereka kembali (ke jalan yang benar).”
Ayat tersebut menegaskan bahwa kerusakan alam pada hakikatnya
bersumber dari ulah manusia, sehingga kewajiban memperbaikinya juga dipikul
oleh manusia. Dengan kata lain, menjaga lingkungan merupakan bagian dari
upaya mengembalikan keseimbangan alam sebagaimana dikehendaki Allah swt.
Hadis Nabi Saw. juga memberikan penekanan penting terkait kebersihan dan
kelestarian lingkungan. Dalam sebuah hadis riwayat Muslim, Rasulullag Saw.

bersabda:
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Artinya: “Iman itu memiliki lebih dari tujuh puluh cabang, yang paling utama
adalah perkataan /a ilaha illallah dan yang paling rendah adalah menyingkirkan
gangguan dari jalan dan rasa malu adalah salah satu cabang iman.” (HR.
Muslim).”7

Hadis tersebut menunjukkan bahwa tindakan sederhana dalam menjaga
lingkungan, seperti menyingkirkan gangguan di jalan, memiliki nilai keimanan.

Artinya, segala upaya pelestarian lingkungan adalah ibadah yang bernilai pahala.

70 Muslim bin al-Hajjaj, Sahih Muslim, Kitab al-Iman, no. 35.
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Selain al-Qur’an dan hadis, dasar hukum hifz al-bi’ah juga dapat ditinjau dari
magqasid al-syari’ah. Para ulama kontemporer, seperti Yusuf al-Qaradawi
menyebut bahwa pemeliharaan lingkungan setara kedudukannya dengan lima
prinsip dasar syariat (al-daruriyyat al-khams), yaitu menjaga agama, jiwa, akal,

keturunan dan harta.”!

2. Pendapat Ulama tentang Hifz al-bi’ah

Isu lingkungan hidup tidak hanya menjadi perhatian para ilmuwan modern,
tetapi juga telah dikaji dan menjadi perhatian serius dari para ulama Islam baik
klasik maupun kontemporer. Para ulama menilai bahwa kerusakan alam tidak
hanya berdampak pada aspek ekologi, tetapi juga pada keberlangsungan hidup
manusia secara spiritual, sosial dan ekonomi. Oleh sebab itu, menjaga lingkungan
(hifz al-bi’ah) dipandang sebagai bagian dari tanggung jawab syariat yang
melekat pada setiap muslim.

Para ulama klasik maupun kontemporer memberikan perhatian besar
terhadap pentingnya menjaga lingkungan hidup. Para ulama menunjukkan bahwa
Islam sejak awal telah menempatkan kelestarian alam sebagai bagian dari misi
kemanusiaan.

Menurut al-Ghazali, maqasid syari’ah berorientasi pada terjaganya lima
aspek utama kehidupan manusia, yakni agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.
Dalam konteks modern, ulama kontemporer menambahkan bahwa kelestarian
lingkungan dapat menghancurkan seluruh aspek tersebut.”? Dengan demikian,
perlindungan terhadap lingkungan memiliki dimensi hukum yang kuat, bukan
sekedar etika moral.

Yusuf al-Qardawi menegaskan bahwa menjaga lingkungan merupakan

bagian dari ibadah dan tanggung jawab manusia sebagai khalifah di bumi.

" Yusuf al-Qaradawi, Islam Agama Ramah Lingkungan, terj. Abdullah Hakim Shah
(Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), hlm. 46.

2 Al-Ghazali, al-Mustashfa min ‘llm al-Usul ( Beirut:  Dar  al-Kutub  al-
‘Ilmiyyah, 1993), hlm. 286.
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Menurut Yusuf al-Qardawi krisis lingkungan yang terjadi pada saat ini bersumber
dari sikap serakah manusia yang mengabaikan prinsip keseimbangan. Oleh
karena itu, menjaga kebersihan, menghindari pencemaran, serta melakukan
konservasi alam termasuk kewajiban yang harus dijalankan oleh seluruh umat.”

Ali Yafie, dalam karyanya Merintis Figh Lingkungan menekankan bahwa
alam semesta adalah amanah Allah swt. yang harus dikelola secara arif.
Menurutnya, pemeliharaan lingkungan memiliki kedudukan sama dengan
kewajiban ibadah lainnya, karena kerusakan lingkungan akan berimplikaasi
langsung pada kehidupan manusia.”*

Ulama pesantren di Indonesia melalui forum Figh al-Bi’ah (2004)
merumuskan pernyataan Bersama bahwa pelestarian lingkungan merupakan
kewajiban keagamaan. Mereka menegaskan bahwa segala tindakan merusak
alam, seperti pembakaran hutan, pencemaran air dan eksploitasi berlebihan,
termasuk perbuatan yang dilarang syariat.”> Hal ini menunjukkan bahwa
pandangan ulama tidak berhenti pada aspek teologis, melainkan berkembang
menjadi gerakan praktis dalam menjaga kelestarian alam.

Dengan demikian, pandangan ulama menguatkan bahwa Aifz al-bi’ah bukan
hanya bagian dari tanggung jawab sossial, melainkan juga kewajiban religious
yang memiliki dasar hukum syara’.

3. Bentuk-bentuk Hifz al-bi’ah

Konsep hifz al-bi’ah dalam perspektif figh muamalah tidak hanya
dipahami sebagai ajaran normatif, tetapi juga menuntut adanya implementasi
dalam bentuk tindakan nyata. Islam menempatkan pemeliharaan lingkungan
sebagai bagian integral dari penerapan syariat Islam, sehingga upaya tersebut

harus diwujudkan melalui langkah-langkah praktis sesuai dengan prinsip keadilan

73 Yusuf al-Qaradawi, Islam Agama Ramah Lingkungan, terj. Abdullah Hakim Shah
(Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), hlm. 46.

74 Ali Yafie, Merintis Figh Lingkungan (Jakarta: UII Press, 2006), hlm. 15.

5 KH. Ahsin Sakho Muhammad dkk. (ed.), Figih Lingkungan (Figh al-Bi’ah) (Jakarta:
Conservation International Indonesia, 2006), him. 3.
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dan kemaslahatan.”® Bentuk-bentuk %ifz al-bi’ah dapat dikategorikan sebagai
berikut:

1. Menjaga Kebersihan Lingkungan
Kebersihan lingkungan merupakan aspek fundamental dalam ajaran Islam.

Rasulullah Saw. bersabda:
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Artinya: “Kebersihan adalah sebagian dari iman”
Hadis ini menunjukkan bahwa menjaga kebersihan, termasuk kebersihan
lingkungan sekitar, merupakan bagian dari keimanan yang berdampak langsung
terhadap kesehtan dan keberlangsungan ekosistem.

2. Larangan Merusak Alam
Al-Qur’an memberikan peringatan tegas kepada manusia agar tidak berbuat
kerusakan di muka bumi, sebagaimana firman Allah Swt. dalam QS. Al-A’raf [7]:
56.
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Artinya: “Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik.
Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat
Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik.”

Eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan, penebangan hutan tanpa
kendali, maupun pencemaran lingkungan, merupakan bentuk pelanggaran

terhadap larangan tersebut.

76 Muhammad Harfin Zuhdi, “Figh al-Bi’ah: Tawaran Hukum Islam dalam Mengtasi
Kirisis Ekologi,” al- ‘Adalah Vil. XII No. 4 (2015): hlm. 773.
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4. Urgensi dan manfaat akad Hifz al-bi’ah

Hifz al-Bi’ah atau perlindungan terhadap lingkungan merupakan aspek
fundamental dalam magasid al-syari‘ah kontemporer. Urgensi konsep ini lahir
dari kenyataan empiris bahwa krisis lingkungan global telah menimbulkan
ancaman serius bagi keberlangsungan kehidupan manusia dan ekosistem bumi.
Kerusakan alam akibat ulah manusia melalui eksploitasi sumber daya,
industrialisasi berlebihan, dan paradigma antroposentris menjadi bukti konkret
bahwa sistem etika dan hukum perlu dikonstruksi ulang agar berorientasi pada
kelestarian lingkungan.

Dalam perspektif Islam, urgensi Hifz al-Bi ah berakar pada tugas manusia
sebagai khalifah f1 al-ard (pemelihara bumi). Al-Qur’an menegaskan bahwa
kerusakan di darat dan laut adalah akibat “perbuatan tangan manusia” (QS. al-
Rim [30]: 41), yang menuntut tanggung jawab moral dan spiritual untuk menjaga
keseimbangan ekosistem.”” Dengan demikian, menjaga lingkungan bukan hanya
persoalan ekologis, tetapi juga bentuk ketaatan terhadap amanah Allah.

Selain itu, urgensi Hifz al-Bi’ah juga terkait dengan krisis spiritual yang
disoroti oleh pemikir seperti Seyyed Hossein Nasr, yakni hilangnya kesadaran
spiritual manusia modern yang menempatkan sains dan teknologi di atas nilai-
nilai moral dan ilahiah. Krisis ekologi pada hakikatnya merupakan manifestasi
dari krisis spiritual tersebut. Oleh karena itu, penerapan Hifz al-B1’ah menjadi
upaya untuk mengembalikan keseimbangan hubungan antara Tuhan, manusia,
dan alam, sesuai prinsip tauhid dan keadilan ekologis.

Secara hukum, urgensi Hifz al-B1’ah juga diperkuat melalui rekonstruksi
maqasid al-syari‘ah. Ach Nabilul Hikam menegaskan bahwa perlindungan
lingkungan dapat ditempatkan sejajar dengan lima maqasid utama (hifz al-din, al-
nafs, al-‘aql, al-nasl, dan al-mal) sebagai maqsad tambahan (hifz al-bi’ah) karena

keberlangsungan hidup manusia dan pelaksanaan syariat sangat bergantung pada

77 Muhammad Harfin Zuhdi, “figh al-Biah”, Al-Adalah, Vol.X1I, No.4. hlm.776.
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kelestarian alam.”®Dengan demikian, menjaga lingkungan merupakan keharusan
syar‘i yang bersifat universal dan integral dalam mencapai kemaslahatan.
Manfaat Hifz al-B1’ah
Manfaat penerapan Hifz al-B1’ah dapat dilihat dari beberapa dimensi:
teologis, ekologis, sosial, dan hukum.
1. Manfaat Teologis dan Spiritual
Hifz al-Br’ah menumbuhkan kesadaran tauhid yang utuh, bahwa
seluruh ciptaan Allah memiliki fungsi dan hikmah tertentu. Dengan menjaga
lingkungan, manusia menjalankan ibadah yang bersifat kauniyyah, yaitu
ibadah melalui tindakan pelestarian alam. Hal ini memperkuat hubungan
spiritual antara manusia dan Sang Pencipta sebagaimana firman Allah dalam
QS. al-Rahman tentang pentingnya menjaga keseimbangan (mizan).”
2. Manfaat Ekologis dan Konservatif
Dari sisi ekologis, penerapan Hifz al-BT’ah membantu menjaga
keberlanjutan sumber daya alam dan keanekaragaman hayati. Prinsip ini
menolak segala bentuk perilaku eksploitatif yang menimbulkan pencemaran
dan degradasi lingkungan. Dengan demikian, Hifz al-B1T’ah berperan dalam
menciptakan  keseimbangan ekologis yang menjadi syarat utama
keberlangsungan hidup makhluk di bumi.*
4. Manfaat Sosial dan Kemanusiaan
Hifz al-B1’ah juga membawa manfaat sosial, karena lingkungan yang
lestari menjamin kualitas hidup yang baik bagi manusia. Dalam maqasid al-
syari‘ah, menjaga lingkungan berarti menjaga kehidupan (hifz al-nafs) dan
keturunan (hifz al-nasl). Lingkungan yang bersih dan sehat merupakan bagian
dari upaya menegakkan keadilan sosial dan kesejahteraan bersama (al-‘adalah

al-ijjtima‘iyyah).

8 Ach. Nabilul Hikam, konsep hifdz al-bi’ah dalam al-quran (studi analisi tafsir
magqasidi). Hlm. 42

" Yusuf al-Qardawi, i ‘ayah al-Bi’ah fi Sari’ah al-Islam,hlm. 258.

8 Tbid, him. 260.
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5. Manfaat Hukum dan Etika Publik
Secara normatif, Hifz al-Bi’ah memperluas cakupan fikih menjadi fikih
ekologis (figh al-bi’ah) yang mengatur perilaku manusia terhadap alam.
Hukum Islam tidak hanya mengatur hubungan vertikal (ibadah) dan horizontal
(mu‘amalah), tetapi juga relasi ekologis. Dengan demikian, manfaat Hifz al-
B1’ah adalah menghadirkan sistem hukum yang adaptif dan solutif terhadap

problematika lingkungan kontempor.®!

81 Ali Yafie, Merintis Figh Lingkungan Hidup, (Jakarta: Yayasan Amanah, 2006), hlm.
21-26.



BAB TIGA
SISTEM PENGELOLAAN LIMBAH INDUSTRI KELAPA SAWIT
BERDASARKAN KONSEP HIFDZ AL-BI’AH
A. Gambaran Umum PKS PT. Sawit Nagan Raya Makmur

PT Sawit Nagan Raya Makmur merupakan salah satu perusahaan yang
bergerak di bidang industri pengolahan kelapa sawit yang beroperasi di kabupaten
nagan raya, provinsi aceh. Perusahaan ini menjalankan kegiatan usaha berupa
pengolahan tanda buah segar (TBS) kelapa sawit menjadi crude palm oil (CPO)
dan produk turunan lainnya. Keberadaan PKS PT sawit nagan raya Makmur
memiliki peran penting dalam mendukung perekonomian daerah, khususnya
melalui peran penting dalam mendukung perekonomian daerah, khususnya
melalui penyerapan tenaga kerja dan peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat
di sekitar wilayah operasional perusahaan.??

Sejalan dengan kebijakan pengembangan sector perkebunan dan industri
kelapa sawit di Kabupaten Nagan Raya, keberadaan PT Sawit Nagan Raya
Makmur menjadi bagian dari rantai industri kelapa sawit yang memiliki nilai
ekonomi tinggi. Indutri ini tidak hanya menyerap hasil perkebunan masyarakat
dan perusahaan perkebunan besar, tetapi juga menjadi penggerak pertumbuhan
ekonomi lokal.

Secara geografis, PKS PT sawit nagan raya Makmur berlokasi di
Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya. Lokasi pabrik yang berada
relatife dekat dengan kawasan pemukiman masyarakat serta aliran sungai menjadi
aktivitas operasional perusahaan memiliki keterkaitan langsung dengan kondisi
lingkungan sekitar. Sungai yang berada di sekitar wilayah pabrik sebelumnya
dimanfaatkan oleh masyarakat untuk berbagai kebutuhan sehari-hari, sehingga
pengolaan limbah industri menjadi aspek krusial dalam menjaga keseimbangan

antara kegiatan industri dan kelestarian lingkungan hidup.

82 Wawancara dengan pihak PT Sawit Nagan Raya Makmur, Pak Gigi, Kecamatan Darul
Makmur, Kabupaten Nagan Raya, pada tanggal 22 Januari 2026
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Dalam menjalankan proses produksinya, PT sawit nagan raya Makmur
mengolah tanah buah segar (TBS) melalui beberapa tahapan, mulai dari
perubusan (sterilisasi), perontokan, pengepresan, hingga pemurnian minyak
sawit. Rangkaian proses produksi tersebut menghasilkan limbah, baik limbah
padat maupun limbah cair. Limbah cair yang dikenal sebagai palm oil mill
effluent (POME) merupakan limbah dengan volume terbesar dan memiliki
potensi pencemaran yang signifikan apabila tidak dikelola sesuai dengan
ketentuan lingkungan hidup yang berlaku.

Sebagai perusahaan industri, PT sawit nagan raya Makmur berkewajiban
untuk melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan
perundang-undangan, khususnya undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta qanun kabupaten nagan
raya nomor 3 tahun 2021 tentang pengelolaan lingkungan hidup serta ganun
kabupaten nagan raya nomor 3 tahun 2021 tentang pengelolaan lingkungan hidup.
Kewajiban tersebut mencangkup penyediaan sarana dan prasarana pengolaan
limbah, pelaksanaan pemantauan kualitas lingkungan, serta pelaporan hasil
pengelolaan limbah kelapa instasi terkait. 8

Dalam struktur internal perusahaan, pengelolaan lingkungan hidup dan
limbah industri ditangani oleh unit atau bagian khusus yang bertanggung jawab
terhadap operasional instalasi pengolahan air limbah (IPAL). Unit ini berperan
memastikan bahwa seluruh limbah cair hasil produksi dioleh melalui tahapan
yang telah ditetapkan sebelum dibuang ke lingkungan, dengan tujuan
menurunkan kadar pencemar agar memenuhi baku mutu lingkungan. Selain itu,

perusahaan juga melakukan pengelolaan limbah padat seperti tandan kosong

8 Ibid.,
8 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup.
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kelapa sawit (TKKS), serat dan cangkang yang dimanfaatkan Kembali sebagai
bahan bakar atau pupuk Kompos. %

Keberadaan PKS PT sawit Nagan Raya Makmur di Kecamatan Darul
Makmur tidak hanya membawa dampak ekonomi, tetapi juga menuntut
tanggungjawab sosial dan lingkungan yang besar. Oleh karena itu, perusahaan
dituntut untuk menjalankan kegiatan operasionalnya secara bertanggungjawab,
transparan, dan berkelanjutan agar tidak menimbulkan pencemaran lingkungan
serta konflik sosial dengan masyarakat sekitar.

B. Sistem Pengelolaan Limbah Industri Minyak Sawit di Kec. Darul
Makmur Nagan Raya.

Sistem pengelolaan limbah industri minyak sawit merupakan bagian
internal dari upaya pengendalian dampak lingkungan akibat aktivitas pengolahan
kelapa swit. Pengelolaan limbah ini dirancang sebagai mekanisme perlindungan
lingkungan yang bersifat preventif dan korektif dengan menitikberatkan pada
kepatuhan terhadap baku mutu lingkungan, pengawasan proses pengolahan
limbah serta tanggungjawab perusahaan dalam menjaga keseimbangan ekosiste
dan kualitas hidup masyarakat di sekitar wilayah operasional.

Sistem pengelolaan limbah industri minyak sawit yang diterapkan oleh
PKS PT. Sawit Nagan Raya dilaksanakan melalui mekanisme pengelolaan limbah
cair dan limbah padat yang terintegrasi dalam kegiatan operasional perusahaan.
Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak perusahaan, pengelolaan limbah cair
kelapa sawit dilakukan dengan menggunakan sistem effluent Palm QOil Land
Application (EPLA), yaitu sistem pengelolaan limbah cair berbasis pemanfaatan
lahan.®® Sistem ini merupakan salah satu metode pengelolaan limbah yang lazim

digunakan dalam industri kelapa sawit dengan prinsip pemanfaatan limbah cair

85 Wawancara dengan pihak PT Sawit Nagan Raya Makmur, Pak Gigi, Kecamatan Darul
Makmur, Kabupaten Nagan Raya, pada tanggal 22 Januari 2026
8 Ibid.,
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sebagai bahan penyubur tanah setelah melalui proses pengolahan tertentu sesuai
dengan ketentuan lingkungan hidup yang berlaku. ¥’

Dalam pelaksanaannya, limbah cair hasil proses produkasi tidak langsung
dibuang ke badan air, melainkan terlebih dahulu dialirkan ke Instalasi pengolahan
Air Limbah (IPAL) yang dimiliki oleh perusahaan Limbah Cair tersebut diolah
secara bertahap guna menurunkan kadar zat pencemar sebelum dimanfaatkan
melalui sistem EPLA atau dilepaskan ke lingkungan. Pihak perusahaan
menjelaskan bahwa pembuangan atau pemanfaatan limbah cair hanya dilakukan
pada waktu waktu tertentu dan setelah dipastiman memenuhi baku mutu
lingkungan yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.®®

Pengujian terhadap parameter Biological Oxygen Demand (BOD) dan
Chemical Oxygen Demand (COD) tersebut harus mengacu pada ketentuan baku
mutu air limbah yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.
Ketentuan mengenai baku mutu air limbah industri kelapa sawit diatur dalam
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2014 tentang Baku Mutu
Air Limbah sebagai aturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2009. Dalam regulasi tersebut ditentukan batas maksimum parameter pencemar
yang diperbolehkan sebelum limbah dibuang atau dimanfaatkan, antara lain BOD,
COD, Total Suspended Solid (TSS), pH, serta kadar minyak dan lemak.
Penetapan batas ambang ini bertujuan untuk menjaga agar kualitas badan air tetap
berada dalam kondisi yang aman dan tidak membahayakan ekosistem maupun
kesehatan masyarakat.

Bagi industri pengolahan kelapa sawit, parameter BOD dan COD menjadi
indikator utama dalam menilai tingkat pencemaran limbah cair, karena kedua
parameter tersebut berkaitan langsung dengan kadar oksigen terlarut dalam air.
Apabila nilai BOD dan COD melebihi baku mutu yang ditetapkan, maka limbah

berpotensi menurunkan kualitas air dan menyebabkan gangguan terhadap biota

87 Ibid.,
88 Ibid.,
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perairan, termasuk kematian ikan. Oleh karena itu, hasil uji laboratorium yang
dilakukan secara berkala oleh perusahaan harus berada di bawah ambang batas
yang telah ditentukan agar limbah dapat dinyatakan layak secara hukum dan
teknis. Dengan demikian, kepatuhan terhadap baku mutu tidak hanya menjadi
kewajiban administratif, tetapi juga menjadi indikator konkret tanggung jawab
lingkungan perusahaan dalam menjalankan kegiatan usahanya.

PT Sawit Nagan Raya Makmur secara rutin melakukan pengujian kualita
limbah melalui pengambilan sampel limbah cair yang kemudian dianalisis di
laboratorium terakdeditasi agar memastikan bahwa limbah cair yang dihasilkan
tidak mencemari lingkungan. Parameter yang diuji meliputi antara lain Bioloial
Oxygen Demand (BOD) dan Cheminal Oxygen Demand (COD), yang merupakan
indicator utama tingkat pencemaran limbah cair industri. Berdasarkan keterangan
pihak perusahaan, pengujian kualitas limbah dilakukan secara berkala minimal
satu kali dalam sebulan dan hasil pengujian tersebut dijadikan dasar untuk
menentukan kelayakan limbah sebelum dimanfaatkan atau dilepas ke lingkungan.

Perusahaan PT. Sawit Nagan Raya juga menerapkan mekanisme
pengawasan internal terhadap operasional IPAL dan kondisi lingkungan sekitar,
khususnya badan air sungai yang berada di sekitar lokasi pabrik. Pengawasan ini
dilakukan secara rutin oleh petugas yang telah ditunjuk, dengan pemantauan
kondisi air sungai yang dilakukan pada pagi, siang, dan sore hari. Hasil
pemantauan tersebut didokumentasi dan dilaporkan secara internal melalui sistem
pelaporan perusahaan sehingga setiap indikasi perubahan kualitas lingkungan
dapat segera diketahui dan ditindaklanjuti. *°

Apabila ditemukan adanya perubahan kualitas air atau indikasi
pencemaran lingkungan, pihak perusahaan menyatakan akan segera melakukan
Langkah penanganan awal guna mencegah meluasnya damapak pencemaran ke

wilayah hilir sungai yang berpotensi mempengaruhi masyarakat.

8 Ibid.,
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Selain limbah cair, PT Sawit Nagan Raya Makmur juga melakukan
pengelolaan terhadap limbah padat hasil proses produksi kelapa sawit. Limbah
padat berupa Tandan Kosong Kelapa Sawit (TKKS), serat, dan cangkang
dimanfaatkan Kembali untuk keperluan tertentu, antara lain sebagai bahan bakar
boiler dan bahan baku kompos. Pemanfaatam Kembali limbah padat tersebut
dimaksudkan untuk mengurangi jumlah limbah yang dibuang ke lingkungan
sekaligus meningkatkan efesiensi pemanfaatan sumber daya dalam kegiatan
industri kelapa sawit.

Pengelolaan limbah yang dilakukan oleh PT Sawit Nagan Raya Makmur
merupakan bagian dari kewajiban perusahaan dalam memenuhi ketentuan
pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
berdasarkan keterangan pihak perusahaan, sistem pengelolaan limbah tersebut
dirancang untuk mencegah terjadinya pencemaran lingkungan, khususnya
terhadap badan air dan Kawasan permukiman masyarakat disekitar wilayah
operasional perusahaan.’® Namun, efektivitas pelaksanaannya tetap memerlukan
pengawasan dan evaluasi berkelanjutan agar sesuai dengan tujuan perlindungan

lingkungan hidup dan kepentingan masyarakat.

C. Bentuk Perlindungan Hukum yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah
terhadap Pncemaran Limbah Sawit di Kecamatan Darul Makmur

Perlindungan hukum terhadap pencemaran limbah industri kelapa sawit di
Kecamatan Darul Makmur merupakan bagian dari kewenangan pemerintah
daerah dalam menjalankan fungsi pengendalian dan perlindungan lingkungan
hidup. Dalam konteks pemerintah daerah, perlindungan hukum tidak hanya
dimaknai sebagai upaya penindakan setelah terjadinya pencemaran, tetapi juga

mencakup tindakan pencegahan, pengawasan dan pembinaan terhadap pelaku

% Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup
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usaha agar kegiatan industri berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundangan-undangan.

Salah satu bentuk perlindungan hukum yang bersifat preventif dilakukan
melalui mekanisme perizinan usaha yang dikelola oleh Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Nagan Raya.
Berdasarkan hasil wawancara, sistem perizinan saat ini dilaksanakan berbasis
risiko melalui Online Single Submission (OSS), di mana tingkat risiko kegiatan
usaha menentukan jenis izin serta kewajiban lingkungan yang harus dipenuhi oleh
perusahaan.’!

Sebelum izin usaha diterbitkan, perusahaan wajib memenuhi persyaratan
dasar berupa Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), Persetujuan
Bangunan Gedung (PBG) atau Sertifikat Laik Fungsi (SLF), serta dokumen
lingkungan yang diperoleh melalui sistem Amdalnet. Melalui proses penapisan
tersebut, ditentukan apakah perusahaan wajib menyusun Surat Pernyataan
Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL), Upaya
Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL), atau
Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), sesuai dengan skala dan
tingkat risiko usaha. Dokumen lingkungan tersebut diverifikasi oleh Dinas
Lingkungan Hidup sebelum persetujuan diterbitkan.”?

Dalam kaitannya dengan perlindungan masyarakat sekitar dari potensi
dampak limbah, pihak Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu menjelaskan bahwa aspek perlindungan tersebut telah dipertimbangkan
sejak tahap awal perencanaan usaha melalui dokumen lingkungan. Dalam
dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), tidak hanya
dilakukan analisis terhadap parameter kualitas air dan pengelolaan limbah, tetapi

juga mencakup analisis dampak sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat di

1 ' Wawancara dengan Pak Teguh, selaku pihak Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu, pada tanggal 26 Februari 2026
92 Ibid.,
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sekitar lokasi usaha.”® Dengan demikian, sebelum izin diterbitkan, telah dilakukan
identifikasi terhadap kemungkinan dampak yang dapat merugikan masyarakat,
serta dirumuskan rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan sebagai
langkah pencegahan.

Selain itu, pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban lingkungan
perusahaan dilakukan secara terintegrasi melalui sistem OSS sesuai dengan
ketentuan pengawasan berbasis risiko. Setiap instansi teknis, termasuk Dinas
Lingkungan Hidup, wajib menjadwalkan pengawasan melalui sistem tersebut,
sehingga pengawasan dilakukan secara resmi, terdata, dan terkoordinasi.
Mekanisme ini bertujuan untuk memastikan bahwa perusahaan benar-benar
melaksanakan kewajiban pengelolaan limbah sesuai dokumen lingkungan yang
telah disetujui.

Selain mekanisme preventif melalui perizinan, perlindungan hukum juga
diwujudkan melalui pengawasan dan pembinaan yang dilakukan oleh Dinas
Lingkungan Hidup Kabupaten Nagan Raya sebagai instansi teknis yang
menangani urusan lingkungan hidup. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nagan Raya, perlindungan hukum terhadap
pencemaran limbah sawit dilakukan melalui mekanisme pengawasan lingkungan
secara rutin dan berkala terhadap perusahaan pengolahan kelapa sawit yang
beroperasi di Kecamatan Darul Makmur.”* Pengawasan ini meliputi pemeriksaan
terhadap sistem pengelolaan limbah cair dan limbah padat, pengecekan kinerja
instalasi pengolahan air limbah (IPAL), serta pemantauan kualitas lingkungan di
sekitar area operasional perusahaan, khususnya badan air sungai yang berpotensi
terdampak aktivitas industri. Pengawasan tersebut bertujuan untuk memastikan

bahwa perusahaan mematuhi baku mutu lingkungan sebagaimana diatur dalam

% Ibid.,
% Wawancara dengan pihak Dinas Lingkungan Hidup, Nur Aflah, Pada Tanggal 23
Januari 2026.
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peraturan perundang-undangan dan Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 32
tahun 2021 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.”

Selain pengawasan, pemerintah daerah melalui Dinas Lingkungan Hidup
juga memberikan perlindungan hukum dalam bentuk pembinaan dan
pengendalian terhadap perusahaan. Pihak dinas menjelaskan bahwa pembinaan
dilakukan dengan memberikan arahan teknis, rekomendasi perbaikan, serta
kewajiban pemenuhan standar pengelolaan limbah apabila ditemukan kekurangan
dalam pelaksanaan pengelolaan lingkungan. Pembinaan ini dimaksudkan sebagai
uapaya preventif agar potensi pencemaran dapat dicegah sejak dini sebelum
menimbulkan dampak yang lebih luas terhadap lingkungan dan masyarakat.”®

Perlindungan hukum juga mewujudkan melalui penegakkan hukum
administratif apabila perusahaan tidak mematuhi ketentuan yang berlaku.
Berdasarkan keterangan Dinas Lingkungan Hidup, apabila dalam hasil
pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap baku mutu lingkungan atau
ketidaksesuaian dalam pengelolaan limbah, maka pemerintah daerah berwenang
memberikan sanksi administratif secara bertahap. Sanksi tersebut dapat berupa
teguran tertulis, perintah perbaikan, pembatasan kegiatan usaha, hingga
rekomendasi pencabutan izin lingkungan sesuai dengan tingkat pelanggaran yang
dilakukan. = Mekanisme sanksi administrasi  ini merupakan instrument
perlindungan hukum yang bertujuan untuk memaksa pelaku usaha agar
bertanggungjawab terhadap dampak lingkungan yang dtimbulkan. °’

Perlindungan hukum terhadap masyarakat juga dilakukan melalui
mekanisme penerimaan dan penanganan pengaduan lingkungan. Dinas
lingkungan hidup membuka ruang bagi masyarakat untuk melaporkan dugaan

pencemaran lingkungan yang dirasakan akibat aktivitas industri kelapa sawit.

% Undang-Undang Nomor 32 tahun 2021 tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup.

% Wawancara dengan pihak Dinas Lingkungan Hidup, Nur Aflah, Pada Tanggal 23
Januari 2026
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Laporan masyarakat tersebut menjadi dasar bagi dinas untuk melakukan verifikasi
lapangan, pengambilan sampel lingkungan, serta Tindakan pengawasan lanjutan
terhadap perusahaan yang dilaporkan. Mekanisme ini menunjukkan bahwa
pemerintah daerah berperan sebagai penghubung antara kepentingan
perlindungan dan kepentingan masyarakat yang terdampak sehingga hak
masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat dapat terlindungi.

Bentuk perlindungan hukum yang dilakukan pemerintah daerah melalui
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nagan Raya pada dasarnya merupakan
implementasi dari kewajiban negara dalam menjamin perlindungan lingkungan
hidup sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan. Melalui
pengawasan, pembinaan, penegakan hukum administratif, serta penanganan
pengaduan masyarakat, pemerintah daerah berupaya mencegah dan
mengendalikan pencernaan limbah sawit agar tidak menimbulkan kerusakan
lingkungan dan konflik sosial di Kecamatan Darul Makmur. Perlindungan hukum
ini sekaligus menjadi fondasi penting dalam mewujudkan pengelolaan
lingkungan hidup yang berkelanjutan dan berkeadilan bagi masyakat sekitas

Kawasan industri.

D. Implementasi Hif; al-Bi’ah dalam Pengelolaan Limbah Industri
Pengolahan Sawit di Kecamatan Darul Makmur berdasarkan Qanun
Nagan Raya Nomor 3 tahun 2021.

1. Implementasi Hif7 al-Bi’ah pada tahap pengelolaan limbah industi

Pada tahap pengelolaan limbah, penerapan hifz al-bi’ah tercermin
dari upaya perusahaan dalam mengelola limbah cair dan limbah padat
sebelum dilepas ke lingkungan. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak
PT Sawit Nagan Raya Makmur, perusahaan menjelaskan bahwa limbah cair
hasil proses produksi kelapa sawit tidak langsung dibuang ke badan air,

melainkan terlebih dahulu diolah melalui Instalasi Pengolahan Air Limbah
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(IPAL) dengan sistem kolam berjenjang. Sistem ini dirancang untuk
menurunkan kadar zat pencemar seperti Biological Oxygen Demand (BOD)
dan Chemical Oxygen Demand (COD) hingga memenuhi baku mutu
lingkungan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.

Dalam perspektif hifz al-bi’ah , mekanisme pengolahan limbah ini
menunjukkan adanya ikhtiar pencegahan kerusakan lingkungan (Dar’al-
Mafasid ) sejak sumber pencemaran. Islam memandang bahwa segala
bentuk aktivitas ekonomi yang berpotensi menimbulkan mudarat wajib
dikendalikan agar tidak merusak ciptaan Allah dibumi.

Namun demikian, dari sudut pandang magasid Syariah,
implementasi ini belum sepenuhnya mencerminkan perlindungan
lingkungan yang ideal. Pemgelolaan limbah masih sangat bergantung pada
kepatuhan teknis perusahaan, sementara upaya pengurangan limbah dari
sumber produksi (Waste Minimization) dan optimalisasi prinsip Zero Waste
belum diterapkan secara maksimal. Kondisi ini menunjukkan bahwa
perlindungan lingkungan masih beriorientasi pada pengendalian dampak,
bukan pada pencegahan menyeluruh sejak hulu produksi.

Selain itu, hifz al-bi’ah tidak hanya menuntut pemenuhan baku
mutu, tetapi juga mengedepankan prinsip kehati-hatian (precautionary
principle) dan pengurangan potensi kerusakan sejak sumbernya.
Berdasarkan fakta empiris di lapangan yang menunjukkan adanya keluhan
bau limbah dan perubahan warna air sungai pada waktu tertentu, maka dapat
disimpulkan bahwa efektivitas sistem pengelolaan limbah masih
memerlukan evaluasi lebih lanjut.

Implementsi Hifdz al-Bi’ah melalui pengendalian dan pengawasan
lingkungan

Implementasi Hifz al-Br’ah dalam aspek pengendalian dan
pengawasan lingkungan merupakan bentuk tanggung jawab negara dalam

menjaga keseimbangan ekosistem dan kemaslahatan umum. Dalam konteks
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Kecamatan Darul Makmur, pengawasan terhadap industri pengolahan
kelapa sawit dilaksanakan melalui sistem perizinan berbasis risiko yang
terintegrasi secara elektronik. Berdasarkan hasil wawancara dengan Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, setiap perusahaan
wajib memenuhi persyaratan dasar sebelum izin usaha diterbitkan,
termasuk Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), Persetujuan
Bangunan Gedung (PBG), serta dokumen lingkungan melalui sistem
Amdalnet. Dokumen tersebut dapat berupa SPPL, UKL-UPL, atau
AMDAL sesuai dengan tingkat risiko usaha dan harus diverifikasi terlebih
dahulu oleh Dinas Lingkungan Hidup sebelum memperoleh persetujuan.”®

Selain pada tahap perizinan, implementasi pengendalian lingkungan
juga diwujudkan melalui mekanisme pengawasan berkala terhadap
perusahaan yang telah beroperasi. Berdasarkan sistem berbasis risiko,
perusahaan dengan kategori risiko tinggi diawasi dua kali dalam satu tahun,
sedangkan risiko menengah diawasi satu kali dalam setahun. Seluruh
kegiatan pengawasan tersebut harus dijadwalkan melalui sistem OSS agar
tercatat secara administratif dan terkoordinasi antar instansi. Mekanisme ini
bertujuan untuk memastikan bahwa perusahaan tetap mematuhi kewajiban
pengelolaan limbah sebagaimana tercantum dalam dokumen lingkungan
yang telah disetujui.””

Dalam hal ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan pengelolaan
limbah, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menjatuhkan
sanksi administratif secara bertahap. Sanksi tersebut dapat berupa teguran
tertulis (SP1, SP2, SP3), penghentian sementara kegiatan usaha, hingga
pencabutan izin apabila pelanggaran dinilai berat dan berulang. Penerapan

sanksi secara bertahap dimaksudkan sebagai instrumen korektif sekaligus

% Wawancara dengan Pak Teguh, selaku pihak Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu, pada tanggal 26 Februari 2026
% Ibid.,
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preventif agar perusahaan segera melakukan perbaikan sebelum dampak
pencemaran meluas'®. Dengan demikian, mekanisme sanksi administratif
berfungsi sebagai alat pemaksa kepatuhan dalam rangka perlindungan
lingkungan dan masyarakat.

Apabila dikaji dalam perspektif hifz al-biah, pengendalian dan
pengawasan lingkungan oleh pemerintah daerah merupakan manifestasi
dari kewajiban negara dalam menjaga kemaslahatan umum dan mencegah
kerusakan lingkungan. Konsep hifz al-biah tidak hanya menekankan
larangan melakukan pencemaran, tetapi juga menuntut adanya sistem
perlindungan yang bersifat preventif, terencana, dan berkelanjutan. Dalam
konteks ini, mekanisme perizinan berbasis risiko, verifikasi dokumen
lingkungan, serta pengawasan berkala dapat dipandang sebagai instrumen
hukum yang bertujuan mengantisipasi potensi kerusakan sebelum
dampaknya meluas. Hal tersebut sejalan dengan prinsip dar 'u al-mafasid
yang mengedepankan  pencegahan kerusakan dibandingkan
penanggulangan setelah kerusakan terjadi.

Namun demikian, implementasi 4ifz al-biah tidak berhenti pada
keberadaan sistem administratif dan prosedural semata, melainkan diukur
dari efektivitas perlindungan yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat
dan lingkungan. Pengawasan yang bersifat periodik dan terjadwal
berpotensi kurang adaptif terhadap pencemaran yang terjadi secara
insidental di luar waktu pengawasan resmi. Dalam perspektif maqasid al-
syari‘ah, perlindungan lingkungan harus bersifat proaktif dan responsif,
sehingga negara memiliki kewajiban moral dan hukum untuk memastikan
bahwa setiap indikasi pencemaran segera ditindaklanjuti tanpa menunggu
siklus pengawasan berikutnya. Oleh karena itu, meskipun secara normatif

mekanisme pengendalian telah tersedia, implementasi hifz al-biah masih

100 7pid.,
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memerlukan penguatan pada aspek responsivitas, transparansi, dan
keterlibatan masyarakat sebagai bagian dari sistem pengawasan sosial.

Aspek responsivitas dalam konteks pengawasan lingkungan berarti
kemampuan pemerintah untuk bertindak cepat dan tepat ketika muncul
laporan atau indikasi pencemaran. Responsivitas tidak hanya diukur dari
adanya jadwal pengawasan berkala, tetapi dari sejauh mana instansi terkait
mampu melakukan verifikasi lapangan, pengambilan sampel, serta tindakan
korektif secara segera ketika masyarakat menyampaikan keluhan. Dalam
perspektif hifz al-biah, responsivitas mencerminkan prinsip pencegahan
kerusakan secara dini agar dampak pencemaran tidak meluas dan
menimbulkan mudarat yang lebih besar. !°!Oleh karena itu, pengawasan
yang efektif harus bersifat adaptif dan tidak semata-mata bergantung pada
jadwal administratif.

Selanjutnya, aspek transparansi berkaitan dengan keterbukaan
informasi mengenai hasil pengujian kualitas limbah, hasil pengawasan
lapangan, serta tindak lanjut terhadap pelanggaran yang ditemukan.
Transparansi menjadi penting karena masyarakat memiliki hak untuk
mengetahui kondisi lingkungan di sekitar tempat tinggalnya, terutama
apabila terdapat potensi dampak dari aktivitas industri. Dalam kerangka Aifz
al-biah, keterbukaan informasi merupakan bagian dari tanggung jawab
moral dan sosial untuk menjaga kepercayaan publik serta memastikan tidak
adanya praktik yang merugikan masyarakat secara tersembunyi. Tanpa
transparansi, perlindungan hukum berisiko hanya bersifat formalitas
administratif dan tidak memberikan rasa aman yang nyata bagi

masyarakat.!%?

101 Takdir Rahmadi, Hukum Lingkungan di Indonesia, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,
2015), him. 85.
192 Jimly Asshiddiqie, Green Constitution, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 112.
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Adapun aspek keterlibatan masyarakat merupakan unsur penting
dalam mewujudkan perlindungan lingkungan yang partisipatif. Masyarakat
tidak hanya diposisikan sebagai objek yang dilindungi, tetapi juga sebagai
subjek yang memiliki peran dalam pengawasan sosial terhadap aktivitas
industri. Partisipasi masyarakat dapat diwujudkan melalui mekanisme
pengaduan lingkungan, konsultasi publik dalam penyusunan dokumen
AMDAL, serta akses terhadap informasi hasil pemantauan lingkungan.
Dalam perspektif hifz al-biah, keterlibatan masyarakat sejalan dengan
prinsip kemaslahatan umum (maslahah ‘ammah), di mana perlindungan
lingkungan menjadi tanggung jawab kolektif antara pemerintah, pelaku

usaha, dan masyarakat.!'®?

3. Implementasi hifz al-biah terhadap perlindungan lingkungan dan
masyarakat
Implementasi 4ifz al-biah dalam konteks perlindungan lingkungan
dan masyarakat tidak hanya diukur dari keberadaan sistem pengelolaan
limbah dan mekanisme pengawasan administratif, tetapi juga dari sejauh
mana masyarakat benar-benar merasakan perlindungan tersebut dalam
kehidupan sehari-hari. Berdasarkan temuan lapangan, masyarakat di
sekitar wilayah operasional PT Sawit Nagan Raya Makmur masih
menyampaikan adanya keluhan berupa bau limbah pada waktu-waktu
tertentu serta perubahan warna air sungai. Kondisi ini menimbulkan
kekhawatiran terhadap dampak jangka panjang terhadap kesehatan dan
kualitas lingkungan hidup. Fakta empiris tersebut menunjukkan adanya
kesenjangan antara perlindungan hukum secara normatif dengan realitas

yang dirasakan masyarakat.

103 Wahbah az-Zuhaili, Ushul al-Figh al-Islami, Jilid 11, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986),
him. 1023.
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Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Yayasan Apple Green
Aceh, kondisi lingkungan di sekitar perusahaan kelapa sawit di Kabupaten
Nagan Raya dinilai masih menghadapi berbagai persoalan serius. Pihak
yayasan menyatakan bahwa hampir seluruh PKS di wilayah tersebut
pernah mengalami persoalan lingkungan, seperti jebolnya kolam limbah,
rembesan limbah ke sungai, serta dugaan pembuangan yang tidak terukur.
Dampak tersebut tidak hanya merusak ekologi, tetapi juga memicu konflik
sosial horizontal dan vertikal di tengah masyarakat. Bahkan ditemukan
kasus kematian ikan dan penurunan kualitas air sungai yang secara
langsung mempengaruhi kehidupan masyarakat yang bergantung pada
sumber air tersebut.!%

Yayasan juga menilai bahwa perlindungan hukum oleh pemerintah
daerah belum berjalan secara optimal. Meskipun secara normatif hak atas
lingkungan hidup yang baik dan sehat dijamin dalam Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup dalam praktiknya mekanisme pengaduan masyarakat dinilai tidak
efektif karena kurangnya transparansi informasi. '®’Hasil uji laboratorium
limbah, menurut yayasan, sering kali tidak dipublikasikan secara terbuka
kepada masyarakat sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum.
Kondisi ini menunjukkan bahwa aspek transparansi dan akuntabilitas
sebagai bagian dari perlindungan hukum substantif belum sepenuhnya
terlaksana.

Dalam perspektif hifz al-biah, kondisi tersebut menunjukkan
belum optimalnya penjagaan terhadap unsur kemaslahatan umum
(maslahah ‘ammah). hifz al-biah tidak hanya menuntut adanya regulasi

tertulis, tetapi juga implementasi nyata yang mencegah kerusakan (dar’

2026.

104 Wawancara dengan Pihak Yayasan Apple Green, Syukur, pada Kamis 26 Februari

105 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan

Lingkungan Hidup
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al-mafasid) sebelum dampak meluas kepada masyarakat. Ketika
pencemaran menyebabkan rusaknya ekosistem sungai, berkurangnya
hasil tangkapan ikan, dan terganggunya kesehatan masyarakat, maka
secara maqasid hal tersebut menyentuh perlindungan jiwa (hifz al-nafs)
dan harta (hifz al-mal). Dengan demikian, perlindungan lingkungan bukan
semata kewajiban administratif, melainkan kewajiban syar’i dan
konstitusional yang harus ditegakkan secara responsif dan transparan.
Selain itu, peran masyarakat sipil seperti Yayasan Apple Green
Aceh dalam melakukan pemantauan hingga proses sengketa informasi
publik menunjukkan bahwa fungsi kontrol sosial masih sangat diperlukan.
Dalam kerangka hifz al-biah, keterlibatan masyarakat merupakan bagian
dari amar ma ruf nahi munkar dalam konteks ekologis, yakni mencegah
kerusakan yang lebih besar terhadap lingkungan. Oleh karena itu,
implementasi perlindungan lingkungan yang selaras dengan hifz al-biah
menuntut sinergi antara perusahaan, pemerintah, dan masyarakat dalam

menjamin hak atas lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan.
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BAB EMPAT
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan pada bab-bab
sebelumnya mengenai perlindungan hukum terhadap pencemaran limbah sawit

di Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya menurut konsep Aifz al-

biah, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Bentuk perlindungan hukum terhadap pencemaran limbah sawit di
Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya diwujudkan melalui
pengaturan, pengawasan, dan penegakan hukum oleh pemerintah daerah,
khususnya melalui Dinas Lingkungan Hidup. Perlindungan hukum tersebut
tercermin dalam kewajiban pelaku usaha untuk mengelola limbah sesuai
baku mutu lingkungan, memiliki dokumen lingkungan (AMDAL atau UKL-
UPL), melakukan pengujian limbah secara berkala, serta melaporkan hasil
pengelolaan limbah kepada instansi berwenang. Qanun Nagan Raya Nomor
3 Tahun 2021 berfungsi sebagai instrumen hukum daerah yang mengatur
pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran lingkungan.
Meskipun secara normatif regulasi telah tersedia dan mekanisme pengawasan
telah berjalan, dalam praktiknya masih diperlukan penguatan pengawasan
yang lebih konsisten dan responsif terhadap keluhan masyarakat agar
perlindungan lingkungan dan hak masyarakat atas lingkungan hidup yang
baik dan sehat dapat terwujud secara optimal.

2. Implementasi konsep hifz al-bi’ah dalam pengelolaan limbah industri
pengolahan kelapa sawit di Kecamatan Darul Makmur tercermin dalam
upaya menjaga keseimbangan lingkungan melalui pengelolaan limbah cair
dan padat, pengendalian pencemaran, serta pengawasan terhadap dampak
lingkungan yang ditimbulkan oleh aktivitas industri. Prinsip hifz al-bi’ah
menempatkan perlindungan lingkungan sebagai bagian dari maqasid al-

syari‘ah yang bertujuan menjaga kemaslahatan manusia dan makhluk hidup
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lainnya. Dalam konteks ini, praktik pengelolaan limbah yang dilakukan oleh

perusahaan, serta pengawasan oleh pemerintah daerah, secara konseptual

sejalan dengan nilai-nilai hifz al-bi’ah. Namun, implementasi tersebut masih

cenderung bersifat administratif dan teknis, sehingga diperlukan internalisasi

nilai-nilai etika ekologis Islam secara lebih substantif, baik oleh pelaku usaha

maupun pemerintah, agar pengelolaan lingkungan tidak hanya berorientasi

pada kepatuhan hukum, tetapi juga pada tanggung jawab moral dan spiritual

sebagai khalifah di bumi.

B. Saran

1.

Kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nagan Raya, disarankan
untuk terus memperkuat pelaksanaan perlindungan hukum terhadap
pencemaran limbah industri kelapa sawit melalui pengawasan yang lebih
konsisten, terukur, dan berkelanjutan. Pengawasan tidak hanya difokuskan
pada pemenuhan dokumen administrasi lingkungan, tetapi juga pada
pengawasan faktual terhadap kualitas lingkungan hidup, khususnya badan
air dan kawasan pemukiman masyarakat. Selain itu, Dinas Lingkungan
Hidup perlu meningkatkan transparansi hasil pengawasan serta
memastikan penerapan sanksi administratif secara tegas terhadap
pelanggaran pengelolaan limbah, guna menjamin kepastian hukum dan
perlindungan hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat
sebagaimana diamanatkan dalam Qanun Nagan Raya Nomor 3 Tahun
2021.

Kepada PT Sawit Nagan Raya Makmur, disarankan agar senantiasa
meningkatkan komitmen dalam pengelolaan limbah industri secara
bertanggung jawab, transparan, dan berorientasi pada keberlanjutan
lingkungan. Perusahaan diharapkan tidak hanya berpedoman pada
kepatuhan terhadap ketentuan hukum positif, tetapi juga menginternalisasi

nilai-nilai hifz al-bi’ah sebagai bagian dari etika usaha dan tanggung
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jawab sosial perusahaan. Upaya pencegahan pencemaran, peningkatan
kualitas pengelolaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), serta
keterbukaan informasi kepada masyarakat sekitar perlu terus diperkuat
agar kegiatan operasional perusahaan berjalan selaras dengan prinsip

perlindungan lingkungan dan kemaslahatan bersama.
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